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“Menjadi benar itu penting, namun merasa benar itu tidak baik. 
Kearifan akan membuat seorang menjadi benar, tetapi bukan merasa 
benar ” 
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Nama Oktana Adhe Arfian, NPM 2115500040, 2021. Pelaksanaan Fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa 
Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Skripsi, Ilmu Pemerintahan 
Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I: Drs. Djoko Suyono, M,Si dan 
Pembimbing II: Arif Zainudin, S.IP. MA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, Dalam pengawasan 
kinerja kepala desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala maupun solusinya 
dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
pengawasan kinerja Kepala Desa. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara jelas 
tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 
Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. 
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU. No. 6 Tahun 2014. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa fungsi BPD dalam Pengawasan 
Kinerja Kepala Desa pada prakteknya memang dilaksanakan oleh BPD dari Desa 
Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi. Namun Desa Randusari dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan belum berjalan maksimal dikarenakan memang 
kurang aktifnya anggota BPD yang sering sibuk dengan pekerjaan pribadinya 
sendiri, ditambah ketua BPD yang juga PNS dan menjabat sebagai kepala sekolah 
tentu saja tidak mungkin bisa fokus secara keseluruhan dalam menjalankan 
fungsinya sebagai pengawas kinerja khususnya dalam monitoring yang mana 
harus setiap saat memantau pelaksanaan program dan pembangunan dari 
pemerintah desa. 
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Name Oktana Adhe Arfian, NPM 2115500040, 2021. The Implementation 
of the Village Consultative Body (BPD) Functions in Monitoring the Performance 
of Village Heads in Pagerbarang District, Tegal Thesis, Government Science at 
Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Drs. Djoko Suyono, M, Si and 
Supervisor II: Arif Zainudin, S.IP. MA. 
This study aims to determine the function of the Village Consultative Body 
(BPD) in Pagerbarang District, Tegal Regency, in monitoring the performance of 
the village head and the factors that become obstacles and solutions in carrying 
out the functions of the Village Consultative Body (BPD) in monitoring the 
performance of the Village Head. 
The type of research used is descriptive research 
qualitative, namely the type of research that seeks to clearly describe the 
Implementation of the Function of the Village Consultative Body (BPD) in 
Monitoring the Performance of Village Heads in Pagerbarang District, Tegal 
Regency. The theory used in this research is Law. No. 6 of 2014. 
The results of the study illustrate that the function of the BPD in 
Supervising the Performance of Village Heads is in practice carried out by BPDs 
from Randusari Village, Pagerbarang Village and Rajegwesi Village. However, 
Randusari Village in carrying out its supervisory function has not run optimally 
due to the lack of active BPD members who are often busy with their own 
personal work, plus the head of the BPD who is also a civil servant and serves as 
the principal of the school, of course it is impossible to focus as a whole in 
carrying out its function as a performance supervisor in particular. in monitoring 
which must at all times monitor the implementation of programs and development 
of the village government. 
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I.1 Latar Belakang Masalah 
 Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham 
demokrasi, sehinggga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara 
Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis serta terdiri dari beribu-ribu 
pulau yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat melaksanakan 
demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 
pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi yuridis konstitusional, maka 
dibenuklah pemerintahan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan. Adapun yang menjadi syarat bisa dikatakan sebuah negara haruslah 
mempunyai yaitu yang pertama adanya wilayah, kedua adanya rakyat, ketiga 
adanya pemerintah yang berdaulat.  
 Di dalam negara kesatuan tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat, akan 
tetapi karena sistem Pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas 
negara kesatuan yang di desentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang 
diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan 
adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. 
 Desentralisasi Pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan 
pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk memungkinkan 




pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 
pembangunan. Dengan demikian, daerah perlu diberikan wewenang untuk 
melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya serta 
sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak, retribusi daerah dan lain-lain 
pemberian.  
 Dalam Pasal 2 UU No. 23/2014 berbunyi, (1) Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah 
Kabupaten dan Kota; ayat (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan 
Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan atau Desa. Dalam Pasal 4 Undang-Undang 
No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, (1) Daerah Provinsi 
selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang 
menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan 
wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
umum di wilayah Daerah Provinsi; (2) Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus 
sebagai Daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja 
bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di 
wilayah Daerah Kabupaten/Kota. 
 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-
luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 
urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan 
Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 




memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata 
dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk 
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan 
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup 
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan 
jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. 
 Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah 
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan 
dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan 
daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu penyelenggaraan 
otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan 
daerah yang lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk 
meningkatkan kesejahteraan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama 
dan mencegah ketimpangan antar daerah.  
 Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai 
bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang 
dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di 
dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, bertujuan menciptakan 
keteraturan, kebahagiaan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan 
tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. 
 Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 




merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat oleh hukum sendiri 
serta relatif mandiri. Menurut Y Zakaria, sejatinya desa adalah negara kecil, 
karena sebagai masyarakat hukum, desa memiliki semua perangkat suatu negara, 
seperti wilayah, warga, aturan dan pemerintahan. Selain itu, pemerintahan desa 
memiliki alat perlengkapan desa seperti polisi, pengadilan yang memiliki 
kewenangan untuk menggunakan kekerasan didalam teritori atau wilayah 
hukumnya. Hal tersebut membuat desa merupakan suatu institusi otonom dengan 
tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. 
 Berdasarkan hal inilah maka desa harus dipahami sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi 
desa. Kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proklamasi 
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah memberikan pengaruh terhadap 
eksistensi desa. Apakah sebagai institusi yang otonom atau merupakan bagaian 
dari organ pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang paling 
rendah. Keadaan tersebut, dapat dilihat dalam Pembagian wilayah atau teritorial 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam pasal 18 ayat 
(1) UUD 1945 disebutkan bahwa; “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut 




Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, setiap 
daerah memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukan 
bahwa pembagian wilayah dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia hanya sampai pada wilayah Kabupaten atau Kota.  
 Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah 
akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, 
sistem mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan 
ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme 
kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus 
diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap 
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 
 Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. 
Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan 
BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan 
pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab BPD tidak mempunyai hak 
untuk memberhentikan kepala desa. Hal tersebut dimaksudkan agar proses 
penyeimbangan kekuasaan tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku 
pelaksana Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan 
desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 




mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah 
desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.  
 Pasal 55 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan 
terkait Badan Permusyawaratan Desa , BPD memiliki fungsi dan tugas untuk 
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa  bersama dengan kepala 
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan 
pengawasan kinerja kepala desa.  
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pemerintahan   khususnya  terhadap 
kinerja  Kepala  Desa  merupakan  salah  satu  alasan  BPD  dibentuk.  Upaya  
pengawasan terhadap  kinerja  Kepala  Desa  dimaksudkan  mencegah  adanya  
penyelewengan  atas kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 
Permusyawaratan Desa dijelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 
BPD adalah monitoring dan evaluasi. 
Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan BPD  terhadap  kinerja  Kepala  
Desa  di beberapa  di Kecamatan  Pagerbarang  Kabupaten Tegal yaitu Desa 
Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi  dikatakan  kurang  optimal.  
Berikut masalah terkait Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Pagerbarang; 
1. Fungsi pengawasan  terhadap  tugas Kepala  Desa  di  dalam  
melaksanakan  program  kerja  khususnya  pembangunan terjadi 
ketimpangan  dan  tidak  merata  di  masing-masing  wilayah ,  




Kepala  Desa.  Padahal  dalam program  kerja  yang  dibahas  oleh  Kepala  
Desa  bersama  BPD  pada  saat  pembuatan APBDes  dan  perencanaan  
pembangunan  desa  sudah  ada  pemerataan pembangunan,tetapi realisasi 
program kerja tersebut tidak semua berjalan dengan baik. 
(Sumber : Hasil wawancara dengan anggota BPD dan Masyarakat) 
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga legislatif di Desa 
masih dirasa kurang efektif sesuai dengan mekanisme aturan yang 
terkandung di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Sumber Data: 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan). 
3. Mekanisme didalam  melakukan pengawasan  juga menjadi  salah  satu 
masalah  BPD  Desa  Randusari  dalam  implementasi fungsinya   karena   
proses   mekanisme   pengawasan   tidak   dicantumkan   dalam kerangka  
program  kerja.  BPD.  Hal  ini  karena tingkat pemahaman dan wawasan 
BPD yang masih minim terkait mekanisme pengawasan sehingga semua 
tidak tersusun secara sistematis. (Sumber Data: Berdasarkan hasil 
wawancara dengan informan). 
  Dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangan BPD yang ada di Desa 
Randusari, Desa Rajegwesi dan Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang 
Kabupaten Tegal dirasa kurang optimal karena dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan terhadap kinerja kepala desa banyak hambatan-hambatan yang 
menjadikan fungsi BPD berjalan kurang optimal seperti halnya kurang wawasan 




 Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian secara mendalam dengan mengambil judul PELAKSANAAN FUNGSI 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN 
KINERJA KEPALA DESA DI KECAMATAN PAGERBARANG 
KABUPATEN TEGAL. 
I.2 Rumusan Masalah 
Secara umum (Notoadmojo) masalah adalah suatu kesenjangan (gap) 
antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara 
kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi serta 
harapan dan kenyataan. Rumusan masalah menurut Sugiyono (2015; 56 ) 
merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui 
pengumpulan data, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan 
penelitian menurut tingkat eksplanasi. Sedangkan Menurut Abdul Muthalib 
(2000; 25) Rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptip tentang ruang 
lingkup masalah, pembatasan dimensi dan analisis variabel yang tercakup 
didalamnya. 
Jadi berdasarkan pendapat di atas maka peniliti menarik kesimpulan  
bahwa rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang timbul dari suatu 
permasalahan dan harus di cari jawabanya berdasarkan data dan kenyataan 
dilapangan. 





1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga legislatif di Desa 
masih dirasa kurang efektif sesuai dengan peraturan yg berlaku (UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa). 
2. Pengawasan BPD  terhadap  tugas Kepala  Desa  di  dalam  melaksanakan  
program  kerja  khususnya  pembangunan terjadi ketimpangan  dan  tidak  
merata  di  masing-masing  wilayah. 
3. Mekanisme didalam  melakukan pengawasan  juga menjadi  salah  satu 
masalah  BPD  Desa  Randusari  dalam  implementasi fungsinya   karena   
proses   mekanisme   pengawasan   tidak   ada   dicantumkan   dalam 
kerangka  program  kerja. 
Berdasarkan uraian masalah tersebut diatas, penulis mengajukan beberapa 
pokok masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, dalam pengawasan kinerja 
Kepala Desa? 
2. Faktor apa yang menjadi kendala maupun solusinya dalam menjalankan 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja 
Kepala Desa? 
I.3 Tujuan Penelitian  
 Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak 
dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui 




1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, dalam 
pengawasan kinerja Kepala Desa. 
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
pengawasan kinerja Kepala Desa. 
I.4 Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan  
referensi ilmu pemerintahan khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja 
Kepala Desa Di Kecamatan Pagerbarang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Manfaat bagi Penulis/Peneliti 
1) Untuk menyelesaikan program Strata I (S1). 
2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan 
wawasan dibidang pemerintahan serta sebagai penerapan teori yang 
dilanjutkan dalam praktek penulisan karya ilmiah (skripsi). 




 Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian masyarakat 
dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada 
pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
c. Manfaat bagi Pemerintah Daerah  
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah 
Daerah untuk lebih berkordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan 
dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa serta 
pemberdayaan masyarakat. 
d.  Manfaat Bagi Pemerintah Desa  
Sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja fungsi dan tugasnya 
di bidang pemerintahan, lingkungan, maupun sumber daya manusia 














II.1   Kerangka Teori 
Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan 
pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung 
permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk 
(konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis 
tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan 
dan meramalkan gejala tersebut (Rakhmat, 2004: 6). Teori berguna menjadi titik 
tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi 
teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan 
menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004: 
224).  
Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa teori adalah suatu konseptualisasi yang umum, konseptualisasi atau sistem 
pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Untuk memberi kejelasan 
pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang 
berkaitan dengan penelitian.  
II.1.1   Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian 
yang pernah dilakukan berkenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang 




 Adanya penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai pembanding untuk 
mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan 
permasalahan pada penelitian ini. Adapun mengenai penelitian terdahulu sebagai 
berikut: (1) Nurjaman, Arip, PELAKSANAAN FUNGSI BPD DALAM 
MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA 
SADANG KECAMATAN SUCINARAJA KABUPATEN GARUT 
DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam 
pengawasan Kepala Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai fakta-
fakta yang disertai analisis yang kuat, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu 
penelitian yang mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan 
pustaka dan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan dimasyarakat. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
prosedur pengawasan BPD Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut 
terhadap kinerja kepala desa sesuai UU Desa, untuk mnegetahui kendala apa yang 
dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa di Desa 
Sadang, serta mengetahui solusi yang dilakukan oleh BPD Desa Sadang untuk 
mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil analisis bahwa fungsi pengawasan 
yang dilakukan oleh BPD Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut 
terhadap kinerja kepala desa dalam segi pelayanan publik telah dilakukan, hanya 
saja dalam pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang dihadapi berasal dari 




faktor eksternal (kurangnya pengawasan pada pelayanan kepada aparatur 
pemerintah desa oleh BPD). (2) Naufal Adi Zuidar, PELAKSANAAN FUNGSI 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG 
ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN 
TEGAL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Dalam 
Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat serta faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang 
berusaha mendeskripsikan secara jelas tentang Pelaksanaan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi 
Masyarakat Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Adapun teori yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu UU. No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian 
menggambarkan bahwa fungsi BPD belum dijalankan dengan maksimal oleh 
BPD Desa Pagongan. Hal tersebut dibuktikan dari ketidakhadiran jajaran BPD 
disaat jam kerja, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dalam penerapan tugas dan 
fungsi dari BPD, serta jarangnya melakukan kunjungan kerja ke lapangan dalam 
menyerap aspirasi masyarakat sehingga membuat masyarakat merasa kurang puas 
akan kinerja dari BPD Desa Pagongan, namun berbeda dengan BPD Desa 
Kepandean yang membuat inovasi berupa penyerapan aspirasi melalui media 
whatsapp, dimana membantu masyarakat yang merasa sibuk untuk datang ke 




ke lapangan guna menyerap aspirasi dari masyarakat. Faktor hambatan dalam 
proses pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, yaitu 
sebagai berikut: a. BPD Desa Pagongan jarang hadir di rumah BPD dalam 
menyaring aspirasi dari masyarakat; b. tidak adanya sosialisasi terkait tugas dan 
fungsi BPD yang dilakukan oleh BPD Desa Pagongan, sehingga masyarakat 
kurang mengetahui tugas dan fungsi BPD; c. BPD Desa Pagongan jarang 
melakukan kunjungan kerja dalam penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan. 
II.1.2 Desa  
a. Pengertian Desa 
Desa atau juga dikenal dengan nama udik menurut definisi “universal”, 
ialah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Desa memiliki 
kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta 
perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan 
Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU 
No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.  
Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang 
menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan 
mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai 
warga desa. 
 Dalam pengertian Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan 
bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 




hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat 
hukum, yakni warga desa yang tinggal pada suatu lokasi yang mana memiliki hak 
atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk 
kepentingan warga yang tinggal di kawasan desa tersebut.  
 Selain pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014, ada juga beberapa 
pengertian dari ahli lainnya yang bisa memberikan pemahaman lebih bahwa Desa 
memiliki posisi penting, seperti contohnya adalah mencari akar atau sumber dari 
kata desa yakni: Desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat 
tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, 
hal ini disampaikan oleh Sutardjo Kartohadikusumo yang  
b. Perbedaan Desa dengan Kelurahan 
 Desa bukan bawahan kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari 
perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat 
merupakan seorang Gubernur Jawa Barat yang pertama. Pendapat Rifhi Siddiq 
menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat 
kepadatan penduduk yang rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi 
sosial yang bersifat homogen. Selain itu, penduduknya bermatapencaharian di 
bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.daerah. 
Berbeda dengan Kelurahan, Desa mempunyai hak mengatur wilayahnya lebih 
luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa bisa diubah statusnya menjadi 
kelurahan.  




1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada berdasarkan  hak asal  
usul desa; 
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten ataupun Kota; 
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu 
urusan pemerintahan yang secara langsung bisa meningkatkan pelayanan 
masyarakat; dan 
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. 
d. Ciri Ciri Masyarakat Desa 
1. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk bisa 
mengejar kebutuhan individu; 
2. Penduduk di desa cenderung saling tolong-menolong karena adanya rasa 
kebersamaan yang tinggi. Hal tersebut berkontribusi akan tingginya 
tingkat ketergantungan masyarakat di desa terutama bagi penduduk 
berusia lanjut; 
3. Pembagian kerja antar penduduk desa cenderung membaur dan tidak 
memiliki batasan yang jelas. Hal ini dikarenakan rasa kebersamaan dan 
gotong royong yang amat tinggi pada masyarakat desa; 
4. Penduduk desa cenderung mengerjakan pekerjaan yang sama seperti 




5. Kehidupan keagamaan di desa lebih kuat jika dibandingkan dengan 
perkotaan. Hal ini dikarenakan ketatnya kontrol sosial oleh sesama 
masyarakat desa; 
6. Perubahan-perubahan sosial cenderung terjadi lambat, tergantung pada 
keterbukaan masyarakat desa dalam menerima pengaruh yang cukup 
berbeda dari adat istiadat setempat; 
7. Kreatifitas dan inovasi cenderung belum diimplementasikan jika 
penduduk desa tidak mencari tahu informasi terkini tentang hal 
perkembangan zaman dan teknologi; 
8. Interaksi banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama 
daripada faktor kepentingan pribadi. 
e. Pola Persebaran Desa di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu: 
1. Pola Desa Menyebar 
Pola desa ini umumnya ada di daerah pegunungan atau dataran tinggi 
yang berelief kasar. Permukiman penduduk membentuk kelompok unit-
unit yang kecil seta menyebar. 
2. Pola Memanjang (linear). 
Maksud dari pola memanjang atau linier ialah untuk mendekati prasarana 
transportasi seperti jalan dan sungai hingga memudahkan untuk 
bepergian ke tempat lain andai ada keperluan. Di samping itu, untuk 
memudahkan penyerahan barang dan jasa. 
Pola memanjang dibagi menjadi 4 yaitu: (1) Pola mengikuti jalan. Pola 




Pola ini banyak terdapat pada dataran rendah; (2) Pola mengikuti pantai. 
Umumnya, pola desa ini merupakan desa nelayan yang terletak di 
kawasan pantai yang landai; (3) Pola mengikuti sungai. Pola desa ini 
bentuknya memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya ada di daerah 
pedalaman; dan (4) Pola mengikuti rel kereta api. Pola ini terdapat di 
Pulau Jawa dan Sumatera dikarenakan penduduknya mendekati fasilitas 
transportasi. 
3. Pola Desa Tersebar 
Pola desa ini adalah pola yang tidak teratur karena kesuburan tanah yang 
tidak merata. Pola desa seperti ini ada di daerah karst atau daerah 
berkapur. Keadaan topografinya sangat buruk. 
f. Fungsi Desa 
1. Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota); 
2. Desa adalah mitra bagi pembangunan kota; 
3. Merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara 
Republik Indonesia; dan 
4. Desa adalah sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan. 
II.1.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Desa tidak lagi merupakan level 
administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent 
community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan 
bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai 




Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu: 
(1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan 
dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; (2) Partisipasi, 
bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu 
mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat agar masyarakat senantiasa 
memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan 
bersama sebagai sesama warga desa; (3) Otonomi asli, bahwa kewenangan 
pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan 
pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat 
setempat namun harus diseenggarakan dalam perspektif administrasi desa; (4) 
Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di 
desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan 
diagregasi melalui melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra 
Pemerintah desa; (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan 
pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 
Dalam proses pengambilan keputusan di Desa ada dua macam keputusan, 
Pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat 
secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, Kedua keputusan-keputusan yang dibuat 
oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi 
pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai 




dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan 
untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun 
orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, 
keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, 
seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan 
setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut 
dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang 
kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk 
hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan 
Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya 
masyarakat desa setempat. Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini 
berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD berfungsi 
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang 
berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai 
jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus 
menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. 
Pemerintahan desa, di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang 
Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 




masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adatistiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 
institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD. 
Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3, bahwa yang 
dimaksud Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala 
Desa atau yang disebut Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, 
pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang jumlahnya disesuaikan 
kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Dengan kata lain, pemerintahan 
desa adalah organisasi desa yang terdiri atas:  
1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa; 
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas: (a) Sekretariat desa, adalah 
unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa; (b) Unsur 
pelaksana teknis, adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan 
urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-
lain; dan (c) Unsur kewilayahaan, adalah pembantu kepala desa di wilayah 
kerjanya seperti kepala dusun 
 Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa 
memiliki fungsi:  




2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; 
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa; 
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong 
masyarakat; 
5. Melaksanakan ketertiban dan dan ketentraman masyarakat; dan 
Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain 
sebagainnya. 
II.1.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah 
merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang 
strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi 
dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan 
kehidupan yang sangat tinggi di dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran BPD 
telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) 
demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi 
politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan 
desa, BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa 
nuansa baru untuk menggerakan partisipasi rakyat desa di kehidupan demokrasi. 
Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap 
tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun 
mungkin akan terjadi perbedaaan diantara mereka. 
Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 




penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan 
dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota badan permusyawaratan desa 
terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama 
dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Untuk masa jabatan anggota BPD 
adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 
berikutnya. Jumlah anggota BPD harus berjumlah ganjil, minimal 5 orang 
maksimal 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan 
kemampuan keuangan desa. Untuk peresmian anggota BPD ditetapkan dengan 
keputusan Bupati/walikota. Pimpinan BPD terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang 
wakil ketua, dan 1 orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara 
langsung. 
 Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu 
badan permusyawaratan desa juga mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan 
peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. 
Dalam rangka melaksanakan fungsinya, badan permusyawaratan desa 
mempunyai wewenang berdasarkan pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 sebagai 
berikut: 
1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala 
desa ;  
2. Manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;  




 Berdasarkan pasal 61 UU No. 6 Tahun 2014, dijelaskan Badan 
Permusyawaratan Desa berhak: 
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
pemerintah desa kepada pemerintah desa; 
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  
 Menurut pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014 Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa berhak: 
1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa; 
2. Mengajukan pertanyaan; 
3. Meyampaikan usul dan/atau pendapat; 
4. Memilih dan dipilih; 
5. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 
 Selain mempunyai hak dan wewenang diatas, Anggota badan 
permusyawaratan desa juga mempunyai kewajiban menurut pasal 63 sebagai 
berikut: 
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 




2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat Desa; 
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 
kelompok, dan/atau golongan; 
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan 
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
kemasyarakatan Desa. 
 Dalam pasal 65 ayat 1 dijelaskan tentang mekanisme musyawarah Badan 
Permusyawaratan Desa sebagai berikut: 
1. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan 
Badan Permusyawaratan Desa; 
2. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila 
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan 
Permusyawaratan Desa; 
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna 
mencapai mufakat; 
4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan 
dilakukan dengan cara pemungutan suara; 
5. Pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pada bagian ke empat 




ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 
yang hadir; 
6. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan 
keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen 
musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. 
 Upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi 
pada pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap 
keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai 
mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi 
mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan 
pemerintahan Desa dan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan 
pemberhentian Kepala Desa. 
II.1.5 Pengawasan Kinerja 
Mengenai pengertian pengawasan, sudah banyak ahli yang memberikan 
pendapatnya berdasarkan argumen masing-masing. Beberapa pendapat mengenai 
pengertian pengawasan itu antara lain: beberapa Pengertian Di Bidang 
Pengawasan”, berpendapat bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan 
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan 
tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak menurut 
Sujamto. (1983 : 17). Menurut AH Soeharto (1986 : 8) dalam bukunya yang 




Daerah”, berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu tindak lanjut untuk melihat 
apakah pekerjaan yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan sempurna, 
apabila belum maka diadakan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan Dan fungsi 
Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Di Dalam Undang-undang 
pokok Pemerintahan Di Daerah”, menegaskan bahwa pengawasan adalah suatu 
usaha untuk menjamin adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah oleh 
daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. (Djoko Prakoso, 1984 : 142) Istilah 
pengawasan lebih banyak di berikan dalam ilmu menejemen karena memang 
pengawasan merupakan salah satu unsure dalam kegiatan pengelolaan atau 
menejemen. Pengawasan menurut George R Terry ialah bahwa pengawasan di 
titik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah di 
capai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana (Muchsan, 1992 : 
36). Jadi menurut Terry pengawasan tidak di lakukan pada suatu kegiatan yang 
sedang berjalan melainkan pada akhir dari kegiatan tersebut, setelah kegiatan 
tersebut menghasilkan sesuatu. Menurut Henry Fayol, arti pengawasan pada 
hakekatnya merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah suatu telah 
berjalan sesuai dengan rencana yang di tentukan, sehingga dengan 
pengawasantersebut akan dapat di temukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya 
kesalahan tersebut akan dapat di perbaiki dan yang penting adalah jangan sampai 
kesalahan tersebut terulang kembali (Muchsan, 1992 : 37). Newman berpendapat 




proses suatu kegiatan sedang berjalan bukan setelah proses tersebut. Rumusan 
definisi dari Ir Suyamto bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan 
untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan 
tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Muchsan, 1992 : 
37). Definisi dari Ir suyamto ini apabila di analisa maka wujud pengawasan 
adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara defagto apakah 
telah sesuai dengan tolak ukur yang telah di tentukan sebelumnya, dengan 
demikian maka dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung suatu kegiatan yang 
bersifat kolektif ataupun bersifat pengarahan. Dari uraian di atas oleh muchan 
dapat di simpulkan bahwa adanya tinadakan pengawasan di perlukan unsur-unsur 
sebagai berikut (Muchsan, 1992 : 13) :  
1) adanya kewenangan yang jelas yang di miliki oleh aparat 
pengawas;  
2) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap 
suatu pelaksanaan yang akan di hadapi;  
3) Tindakan pengawasan dapat di lakukan suatu proses kegiatan yang 
sedang berjalan maupun terhadap hasil kegiatan yang di capai dari 
kegiatan tersebut;  
4) Tindakan pengawasan berakhir dengan di susunya evaluasi terakhir 
terhadap kegiatan yang di laksanakan, serta pencocokan hasil yang 
di capai dengan rencana sebagai tolak ukur;  
5) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan di teruskan dengan 




 Penggolongan Pengawasan Secara umum pengawasan dapat di golongkan 
berdasarkan hal-hal berikut ini (Manullang, 1996 :131-132) :  
1) Berdasarkan Waktu Pengawasan Apabila di lihat berdasarkan waktu bila 
pengawasan dilakukan, maka pengawasan di bedakan atas :  
a) Pengawasan Preventif, yaiti pengawasan yang di lakukan sebelum 
terjadinya penyelewengan, kesalahan;  
b) Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang di lakukan sesudah 
rencana di jalankan. 
2) Berdasarkan Obyek Pengawasan Apabila di lihat dari obyek yang di awasi 
maka pengawasan dapar di bedakan :  
a) Pengawasan di bidang produksi;  
b) Pengawasan di bidang keuangan;  
c) Pengawasan di bidang waktu;  
d) Pengawasan di bidang manusia dengan kegiatanya  
3) Berdasarkan Subyek Pengawasan Pengawasan apabila di lihat berdasarkan 
yang melakukan pengawasan :  
a) Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang di lakukan oleh atasan 
dari petugas yang bersangkutan; 
b) Pengawasan ekstern, yaitu apabila orang-orang yanmg melakukan 
pengawasan adalah orang-orang yang di luar organisasi yang 
bersangkutan.  
Maksud-maksud pengawasan adalah sebagai berikut : 




2) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di buat oleh pengawas dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama 
atau timbul kesalahan-kesalahan yang baru;  
3) Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah di tetapkan 
dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah di 
rencanakan;  
4) Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah di tentukan semula dalam planning atau 
tidak; 
5) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalan planning (sukarno, 1990 : 113). 
II.1.6 Tinjauan Tentang Kinerja Kepala Desa  
a. Pengertian Kinerja  
 Pengertian kinerja adalah dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil 
atau tidaknya tujuan orang yang telah ditetapkan. Para atasan sering tidak 
memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah 
terlalu sering tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga 
instansi menghadapi krisis yang serius kesan-kesan buruk orang-orang yang 
mendalam berakibat dan mengakibatkan tanda-tanda peringatan adanya kinerja 
merosot (Kinerja http://wikil pedia.co.id/wiki.html)  
 Kinerja menurut Anwar Prabu Mangku Negara, kinerja adalah hasil kerja 
secara kwalitas dan kwantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan 




http://wikil pedia.co.id/wiki.html) menurut ambar teguh sulistiyani (2003 : 223) 
kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan uasaha atau kesempatan 
yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Kinerja http://wikil pedia.co.id/wiki.html).  
 Sedangkan pengertian tentang kinerja kepala desa adalah melaksanakan 
tugas kepala desa beserta perangkat desa menyelenggarakan kaordinasi, integrasi 
dan singkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dalam organisasi lainya 
sesuai dengan tugas pokok masing-masing (Widjaja HAW, 2002 : 127-128).  
b. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  
 Menurut Gipson (1987 : 203) ada tiga factor yang berpengaruh terhadap 
kinerja seseorang antara lain adalah :  
1) faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 
pengalaman tingkat social dan demografi seseorang.  
2) faktor psikologis : persepsi, peran, kepribadian , motivasi dan kepuasan 
kerja.  
3) faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 
sistem penghargaan.  
c. Tujuan Kinerja  
 Menurut Gipson (1987 : 240) ada tiga tujuan yang dicapai dalam kinerja 
yaitu:  
1) Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun dalam 
kelompok setinggi-tingginya. Peningkatan prestasi kerja perorangan 




2) Merangsang minat dalam mengembangkan pribadi dalam 
meningkatkan hasil kerja melaluiprestasi pribadi.  
3) Memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan perasaanya 
tentang pekerjaan, sehingga terbuka jalur komunikasi dua arah antara 
pimpinan dan staf.  
 Dari pengertian diatas, pada dasarnya kinerja menekankan apa yang 
dihasilkan dan fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar. Mengingat 
kinerja mengandung komponen kompentensi dan produktif hasil, maka hasil 
kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dan pencapaiannya. 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 14 
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, 
pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :  
a) memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 
yang di tetapkan bersama BPD;  
b) mengajukan rancangan peraturan desa;  
c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;  
d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa 
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;  
e) membina kehidupan masyarakat desa;  
f) membina perekonomian desa;   




h) mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dapat menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;  
i) melaksanakan wewenamg lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
II.2 Definisi Konseptual 
Menurut Masri Sirangimbun (1985) yang dimaksud dengan konsep 
adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang di pakai oleh 
para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena alami atau 
dengan kata lain bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena 
tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. 
Konsep dapat diartikan sebagai unsur dari suatu penelitian yang berupa definisi, 
yang mana penjabaran secara umum ini digunakan untuk menggambarkan secara 
abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian.  
 Jadi definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu abstrak 
dari hal–hal yang perlu diamati sehingga akan mempermudah penelaahan dan 
penjernihan masalah–masalah agar mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitian. Kemudian 
dalam definisi konsepsional ini dapat penulis rujukan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 
suatu lembaga legislasi dan parlemen desa yang memiliki tugas dan 
fungsi yang jelas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas 




a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama 
kepala desa;  
b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 
c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 
2. Pengawasan Kinerja adalah suatu usaha untuk menjamin adanya 
keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah oleh daerah-daerah dan 
untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara 
berdaya guna dan berhasil guna. Dalam pelaksanaan pengawasan BPD 
terhadap kepala desa ada dua bentuk kegiatan yaitu, monitoring dan 
evaluasi. 
II.3 Pokok-pokok Penelitian 
 Dengan adanya konsep yang masih abstrak, maka konsep tersebut perlu 
diubah menjadi bentuk–bentuk yang lebih khusus menggunakan ukuran–ukuran 
atau indikator serta gejala–gejala yang dominan. Pokok–pokok penelitian 
merupakan terjemahan secara terinci tentang konsep–konsep yang ada dalam 
penelitian dari penelitian. Adapun salah satu fungsinya yaitu untuk memberi 
petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur dengan indikator–
indikatornya. Berikut indikator–indikator Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di 
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal: 
1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dapat diukur dengan 
indikator sebagai berikut : 




b. Pengawasan Kinerja Kepala Desa 
c. Tata kelola Pemerintahan Desa 
2. Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja dapat diukur 



















II. 4 Alur Pikir 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alur pikir yang dijelaskan 















Gambar II.1 Kerangka Alur Pikir 
 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  
Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa 
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan 




1. Membahas dan 
menyepakati 
rancangan peraturan 
desa bersama Kepala 
Desa. 





kinerja Kepala Desa. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
berhak: 
1. Mengawasi penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 
2. Menyatakan pendapat atas 
penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan 
Desa, pembinaan kemsyarakatan 
Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 
3. Mendapatkan biaya oprasional. 









3. Menampung dan 
menghimpun aspirasi 
masyarakat desa. 
4. Menghormati nilai-nilai 
sosial budaya. 








Metode penelitian menurut Subagyo (1997:2) pada dasarnya “suatu cara 
atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan 
yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk 
membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang 
diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja 
berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut 
mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang 
metode penelitian”. Adapun beberapa hal yang menyangkut metode penelitan 
adalah sebagai berikut: 
III.1  Jenis dan Tipe Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya 
(tingkat kejelasan) dapat digolongkan sebagai berikut: 
a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif) 
Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam 
pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai 
gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah 
secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis. 
b. Penelitian Deskriptif 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 




c. Penelitian Komparatif 
 Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri 
tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. 
d. Penelitian Asosiatif 
 Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau 
lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan 
diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun 
suatu teori yang dapat berfungsi unguk menjelaskan, meramalkan dan 
mengontrol suatu gejala. 
Berdasarkan ke empat type penelitian di atas, maka penulis dalam 
menyusun penelitian ini menggunakan type yang kedua, yaitu type penelitian 
deskriptif adalah  penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 
atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penulis ingin mendeskripsikan 
tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 
Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. 
III.2 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa instrumen penelitian yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, 




terkait dengan masalah yang diteliti di Desa Randusari, Desa Pagerbarang, 
Desa Rajegwesi. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh  secara tidak langsung. Data ini 
diperoleh melalui monografi, laporan-laporan, dokumen-dokumen, brosur-
brosur dan data-data lain yang telah dipublikasikan baik dalam surat kabar 
maupun media massa yang lain. 
III.3 Informan Penelitian 
Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar 
mengetahui dan menguasai masalah, serta terlihat langsung dengan masalah 
penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka penulis 
sangat erat kaitannya pada faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling 
dijaringan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Pemilihan 
informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas 
subyek yg menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan 
informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai  sumber data dan 
informasi harus memenuhi syarat. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber 
informasi/pemilihan informan yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai informan berjumlah 12 orang 
dengan rincian sebagai berikut: 
a.  Kepala Desa Randusari 1 orang, Kepala Desa Pagerbarang 1 orang, Kepala 




b. Ketua BPD Desa Randusari 1 orang, Ketua BPD Desa Pagerbarang 1 
orang, Ketua BPD Desa Rajegwesi 1 orang, jumlah 3 orang. 
c. Anggota BPD Desa Randusari 1 orang, Anggota BPD Desa Pagerbarang 1 
orang, Anggota BPD Desa Rajegwesi 1 orang. 
d. Perangkat Desa Randusari 1 orang, Perangkat Desa Pagerbarang 1 orang, 
Perangkat Desa Rajegwesi 1 orang, jumlah 3 orang. 
 Jumlah Keseluruhan Informan 12 orang 
III.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 
demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 
mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber 
data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari 
sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung 
(data sekunder). 
         Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 
untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat 
diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, 
dkoumentasi dan sebagainya. Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan 
alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka 
instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka/tertutup), 
pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 




1. Metode Observasi adalah Suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dengan aspek 
terpenting, antaranya proses pengamatan dan ingatan. Metode ini 
digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 
kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 
besar. Sutrisnohadi (1986) dalam buku Metode Penelitian Administrasi 
(Sugiyono, 2006:166) 
Dalam penelitian ini digunakan metode observasi non partisipan, dimana 
peneliti hanya sebagai pengamat. Peneliti meneliti bagaimana Pelaksanaan 
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja 
Kepala Desa Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. 
2. Metode Interview (Wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan 
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi 
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam.  
Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh 
informasi dari Kepala Desa Randusari, Kepala Desa Pagerbarang, Kepala 
Desa Rajegwesi, Ketua BPD Desa Randusari, Ketua BPD Desa 
Pagerbarang, Ketua BPD Desa Rajegwesi, Anggota BPD Desa Randusari, 




Perangkat Desa Randusari, Perangkat Desa Pagerbarang, Perangkat Desa 
Rajegwesi. 
3. Studi Kepustakaan adalah usaha untuk pengumpulan data yang merupakan 
studi kepustakaan dengan cara membaca literatur, majalah-majalah, atau 
surat kabar yang ada hubungannya dengan materi yang diteliti. 
Jadi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
yang utama, yaitu wawancara. Sedangkan teknik pendukungnya adalah 
observasi dan studi kepustakaan. 
4.   Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengkaji dokumen-
dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal-pasal 
yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi   
penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini dokumen ( Bogdan, 240 ) 
menyatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan 
lebih kredibel/ dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya 
tulis akademik dan seni yang telah ada. 
Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar 
lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian 
bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan 






III.5 Teknik Analisis Data 
Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku 
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof Sugiyono 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung seacara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data  yaitu : pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
a) Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan,   pengabstrakan,   dan   transformasi   data 
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana 
kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang 
berorientasi kualitatif berlangsung. 
b) Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, 
pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 
terorganisasikan, tersusun pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 
Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan  informasi tersusun  
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. 
c) Menarik Kesimpulan/Verifikasi, merupakan tahap akhir dari kegiatan 
analisis data, juga merupakan tahap akhir dari pengeloaan data, Pada tahap 




hasil dari peniliti. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk 
mencari atau memahami makna atau arti keteraturan, pola-pola, 
penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Sebelum melakukan penarikan 
kesimpulan lebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta 
penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. 
Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, Burhan 







Gambar III.1  Proses Analisis Data Matthew Milles and Huberman 
Pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan 
kesimpulan atau verifikasi berinteraksi satu sama lain, metode analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
III.6 Sistematika Penulisan 
 Sistematika berfungsi untuk mempermudah orang lain dapat membaca 
atau mempelajari pembahasan untuk suatu pemaparan, adapun sistematika dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN  








2. Rumusan Masalah  
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
1. Kerangka Teori 
2. Definisi Konsep 
3. Pokok-Pokok Penelitian  
BAB III METODE PENELITIAN 
1. Jenis dan Tipe Penelitian 
2. Jenis dan Sumber Data 
3. Informan Penelitian  
4. Teknik Pengumpulan Data 
5. Teknik dan Analisis Data  
6. Sistematika Penelitian 
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian  
2. Pembahasan  
BAB VI  PENUTUP 
1. Kesimpulan 
2. Saran 







DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 
Deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang 
daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang daerah penelitian 
penting untuk memberi gambaran secara umum, baik mengenai potensi maupun 
masalah secara umum yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian ini diambil 
pada Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. 
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas 
kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan 
dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah harus 
mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan 
masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan 
Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung 
jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. 
Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah 
telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun 
kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu 
perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan 
fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam 
kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam 




menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung 
jawab kepada Bupati/Wali Kota. 
Untuk mengetahui maksud dibentuknya kecamatan dalam sistem 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat 
dipahami melalui ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: "Daerah 
Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 
desa/kelurahan. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi 
pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan 
kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan 
juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. 
Kecamatan Pagerbarang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tegal, 
Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Pagerbarang terdiri dari 13 desa. Kantor 
Kecamatan Pagerbarang terletak di Jl. Raya Timur Pagerbarang No.13, Jatiwangi, 
Pagerbarang, Tegal, Jawa Tengah 52462, Indonesia. Saat ini Kecamatan 
Pagerbarang dipimpin oleh Harto Prabowo, S.Sos dengan Sekretaris Camat Teguh 
Mulyadi, SKM, M.si . 
Visi dan misi Kecamatan Pagerbarang mengikuti visi misi Kabupaten Tegal. 
a. Visi 
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, 





Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Tegal di masa depan seperti 
diatas, ditetapkan misi sebagai berikut : 
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak 
dasar rakyat. 
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi 
kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan 
pertanian. 
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
agama. 
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional. 
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan 
kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. 
IV.1 Geografis 
Kecamatan Pagerbarang terletak pada posisi antara 109o 01’45,97” BT - 
109o 06’00,67” BT dan antara 6o 28’28,98” LS – 7 o 3’04.09” LS, memiliki 
wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir dan tepi hutan Negara, dengan 
kemiringan datar. Wilayah Kecamatan Pagerbarang berada +10 km di sebelah 
selatan ibukota Kabupaten Tegal. Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 
25-42 m dari atas permukaan laut. Terdiri dari 13 Desa dengan jarak terjauh 
sekitar 9 km dari Desa Srengseng di sebelah selatan ke Desa Pesarean di bagian 





Sebeah Utara    : Kabupaten Brebes 
Sebelah Timur : Kecamatan Dukuhwaru 
Sebelah Selatan : Kecamatan Margasari 
Sebelah Barat  : Kabupaten Brebes 
Gambar IV.01 








    















Luas Pengguna Lahan (Ha) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 






Jumlah % (ha) Sawah 
  (ha) 
1 Srengseng 445,24 805,32 1250,56 29,19 
2 Rajegwesi 119,12 163,16 282,28 6,59 
3 Sidomulyo 59,76 66,67 126,52 2,95 
4 Mulyoharjo 77,39 60,51 137,9 3,21 
5 Semboja 193,00 47,16 240,16 5,60 
6 Randusari 361,70 73,39 435,59 10,17 
7 Jatiwangi 45,45 16,74 62,19 1,45 
8 Pagerbarang 215,52 84,85 300,37 7,01 
9 Karanganyar 186,92 29,42 216,34 5,05 
10 Kertaharja 130,29 55,63 185,92 4,34 
11 Kedungsugih 519,26 73,68 592,94 13,84 
12 Surokidul 119,18 73,63 192,81 4,50 
13 Pesarean 157,72 101,68 259,4 6,05 
  Jumlah 2.630,55 1.651,93 4.282,98 100 
(Sumber : Statistik Kecamatan Pagerbarang) 
Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah keseluruhan lahan yang ada di 
wilayah Kecamatan Pagerbarang 4.282,98 Ha. Dengan luas penggunaan lahan 
sawah paling banyak dipakai oleh masyarakat desa Kedungsugih dengan jumlah 
519,26 Ha dan paling sedikit dipakai oleh masyarakat desa Jatiwangi dengan 
jumlah 45,45 Ha. Lalu untuk luas penggunaan lahan bukan sawah paling banyak 
dipakai oleh masyarakat desa Srengseng dengan jumlah 805,32 Ha dan paling 




Kemudian untuk luas penggunaan lahan sawah dan bukan sawah paling banyak 
dipakai oleh masyarakat desa Srengseng dengan jumlah 1.250,56 Ha atau setara 
dengan 29,19% sedangkan paling sedikit dipakai pada desa Jatiwangi dengan 
jumlah 62,19 Ha atau setara dengan 1,45%. 
IV.2 Kondisi Demografi  
Kondisi demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait 
kependudukan warga masyarakat yang ada ditempat tersebut. Dengan tujuan 
mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan 
bermacam-macam aspek organisasi sosial, menjelaskan pertumbuhan masa 
lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data 
yang tersedia, mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan 
datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kondisi demografi ini 
meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut 
kelompok umur, jumlah rumah tangga, luas jumlah penduduk desa, jumlah 
penduduk menurut kewarganegaraan, jumlah kelahiran, jumlah kematian dan 
jumlah penganut agama. Berikut ini data jumlah penduduk di Kecamatan 













Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Pagerbarang Tahun 2020 
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tegal) 
 
Penduduk di Kecamatan Pagerbarang pada tahun 2020 tercatat 62.590 jiwa. 
Terdiri dari 31.677 laki-laki atau setara dengan 50,61% dan 30.913 penduduk 
perempuan atau setara dengan 49,39%. Desa Randusari merupakan desa dengan 
penduduk terbanyak yaitu 11.713 jiwa atau setara dengan 18,7% sedangkan Desa 





1 Srengseng 2,189      2,093        4,282    104,59 6,9%
2 Rajegwesi 2,131      2,108        4,239    101,09 6,8%
3 Sidomulyo 1,333      1,233        2,566    108,11 4,1%
4 Mulyoharjo 1,799      1,674        3,473    107,47 5,5%
5 Semboja 1,673      1,674        3,347    99,94 5,3%
6 Randusari 5,930      5,783        11,713  102,54 18,7%
7 Jatiwangi 2,522      2,447        4,969    103,06 8%
8 Pagerbarang 3,552      3,565        7,117    99,64 11,3%
9 Karanganyar 3,030      2,906        5,936    104,27 9,4%
10 Kerataharja 2,242      2,252        4,494    99,55 7,2%
11 Kedungsugih 1,094      1,134        2,228    96,47 3,5%
12 Surokidul 2,184      2,087        4,271    104,65 6,8%
13 Pesarean 1,998      1,957        3,955    102,09 6,3%
31,677    30,913      62,590  102,57 100%
%
Jumlah







Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Kelompok Umur di Kecamatan 
Pagerbarang Tahun 2020 
 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk paling banyak di 
Wilayah Kecamatan Pagerbarang pada tahun 2020 terletak pada usia 25-29 
tahun dengan jumlah keseluruhan 5.709 jiwa atau setara dengan 9,1% dan 
penduduk paling sedikit di Wilayah Kecamatan Pagerbarang pada tahun 2020 
terletak pada usia 70-74 tahun dengan jumlah keseluruhan 750 jiwa atau setara 
dengan 1,8%.  
 
Kelompok
Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
0-4 2,262        2,213        4,475          7,2%
5-9 2,541        2,496        4,810          7,7%
10-14 2,906        2,723        4,597          7,3%
15-19 2,407        2,036        4,902          7,8%
20-24 1,735        1,743        5,314          8,5%
25-29 1,881        1,962        5,709          9,1%
30-34 1,931        2,071        5,142          8,2%
35-39 1,866        1,896        5,312          8,5%
40-44 1,715        1,754        4,628          7,4%
45-49 1,576        1,691        3,975          6,3%
50-54 1,346        1,437        3,343          5,3%
55-59 1,135        1,103        3,095          4,9%
60-64 910           962           2,353          3,7%
65-69 643           869           1,879          3,0%
70-74 569           750           1,147          1,8%
75+ 572           801           1,450          2,3%















Penduduk Kartu Keluarga 
1 Srengseng 4,282 1,435 6,63% 
2 Rajegwesi 4,239 1,393 6,44% 
3 Sidomulyo 2,566 828 3,83% 
4 Mulyoharjo 3,437 1,163 5,37% 
5 Semboja 3,347 1,190 5,50% 
6 Randusari 11,713 4,084 18,89% 
7 Jatiwangi 4,969 1,699 7,85% 
8 Pagerbarang 7,117 2,472 11,43% 
9 Karanganyar 5,936 2,101 9,71% 
10 Kertaharja 4,494 1,591 7,35% 
11 Kedungsugih 2,228 843 3,89% 
12 Surokidul 4,271 1,475 6,82% 
13 Pesarean 3,955 1,344 6,21% 
  Jumlah 62,590 21,618 100% 
  (Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020) 
Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah Kartu Keluarga (KK) wilayah 
Kecamatan Pagerbarang pada tahun 2020 yang mencapai 21.618 dengan 
penduduk yang keseluruhan berjumlah 62.590 jiwa dan jumlah penduduk 
terbanyak dalam Kartu Keluarga (KK) yaitu terletak pada desa Randusari dengan 
jumlah 4.084 Kartu Keluarga (KK) atau setara dengan 18,89% dan yang paling 
sedikit terletak pada desa Sidomulyo dengan jumlah 828 Kartu Keluarga (KK) 














% (Km2) Penduduk Penduduk 
    perKm2 
1 Srengseng 12,06 4,282 355,06 1,19% 
2 Rajegwesi 2,75 4,239 1,541,45 5,17% 
3 Sidomulyo 1,24 2,566 2,069,35 6,94% 
4 Mulyoharjo 1,37 3,473 2,535,04 8,51% 
5 Semboja 2,50 3,347 1,338,80 4,49% 
6 Randusari 4,52 11,713 2,591,37 8,69% 
7 Jatiwangi 0,63 4,969 7,887,03 26,47% 
8 Pagerbarang 3,05 7,117 2,333,44 7,83% 
9 Karanganyar 2,24 5,936 2,650,00 8,89% 
10 Kertaharja 1,88 4,494 2,390,42 8,02% 
11 Kedungsugih 6,25 2,228 356,48 1,19% 
12 Surokidul 1,93 4,271 2,212,95 7,42% 
13 Pesarean 2,59 3,955 1,527,03 5,12% 
  Jumlah 43,01 62,590 29,788,42 100% 
(Sumber : BPS Kabupaten Tegal) 
 
Pada tabel diatas menjelaskan luas dan kepadatan penduduk di wilayah 
Kecamatan Pagerbarang pada tahun 2020, yang mana luas wilayah keseluruhan 
mencapai 43,01 km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 62,590 jiwa 
dan memiliki kepadatan penduduk mencapai 29.788,42/km2. Yang mana desa 
Jatiwangi memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dengan jumlah 




kepadatan penduduk paling sedikit diantara desa yg lain dengan jumlajh 
355,06/km2 atau setara dengan 1,19%. 
 
Tabel IV.06 
Jumlah Penganut Agama Per Desa di Kecamatan Pagerbarang Tahun 2020 
 
(Sumber : Statistik Kecamatan Pagerbarang) 
Dengan melihat tabel pada data diatas menunjukan bahwa sebagian besar 
masyarakat di wilayah Kecamatan Pagerbarang sebagian besar menganut Agama 
Islam dengan jumlah keseluruhan mencapai 62.583 Jiwa, untuk masyarakat yang 
menganut pada Agama Katolik ada 7 Jiwa, dan Agama lainnya tidak ada (0). 
Sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya memiliki jiwa religius 
yang lumayan kental yang melekat pada setiap diri masyarakat. Dan membuat 
hubungan antar masyarakatnya menjadi lebih rukun ,akur, dan sejahtera antara 
No. Desa/Kelurahan Islam Katolik Protestan Hindu Budha Jumlah
1 Srengseng 4,282   - - - - 4,282    
2 Rajegwesi 4,239   - - - - 4,239    
3 Sidomulyo 2,566   - - - - 2,566    
4 Mulyoharjo 3,473   - - - - 3,473    
5 Semboja 3,347   - - - - 3,347    
6 Randusari 11,713 - - - - 11,713  
7 Jatiwangi 4,969   - - - - 4,969    
8 Pagerbarang 7,117   - - - - 7,117    
9 Karanganyar 5,936   - - - - 5,936    
10 Kertaharja 4,494   - - - - 4,494    
11 Kedungsugih 2,228   - - - - 2,228    
12 Suro Kidul 4,264   7 - - - 4,271    
13 Pesarean 3,955   - - - - 3,955    




masyarakat satu dengan yang lain, walaupun terkadang masih ada sedikit 
perselisihan. 
IV.3 Kondisi Pemerintahan 
Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada di bawah 
Kabupaten atau Kota. Suatu Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa Desa 
dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya dia juga dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa 
kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten 
atau kota. Dengan demikian seorang camat memiliki kedudukan dan bertanggung 
jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah atau bisa dikatakan 
bahwa organisasi kecamatan berfungsi serta bertanggung jawab untuk membantu 
tugas-tugas Bupati dalam mengoptimalkan berbagai kegiatan pemerintah, 
pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah 
Kecamatan. 
Dalam organisasi Kecamatan juga memiliki gambar struktur mengenai 
bagian-bagian Kecamatan yang bisa di lihat di gambar strukur agar mudah untuk 
di ingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada dalam tata 
Kecamatan, Sehingga mampu memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri. 
Struktur Organisasi juga penting bagi para aparatur, karena dengan adanya 
tatanan jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para aparatur dalam 




Struktur Organisasi (STO) dalam sebuah organisasi juga di maksudkan 
untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit–unit bagian 
divisi agar meminamilisir terjadinya masalah dalam setiap unit atau divisi. Dalam 
Struktur Organisasi juga terdapat span of control (rentang pengendalian) para 
pimpinan unit untuk memperjelas jumlah unit yang akan di bawahi. 
Pentingnya Struktur Organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik 
antar unit atau masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah aparatur dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, 
struktur organisasi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal terdiri dari : 
1. Camat (Eselon IIIA) 
2. Sekretaris Kecamatan (Eselon III B) 
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Eselon IV B) 
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV B) 
5. Seksi Tata Pemerintahan (Eselon IV A) 
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Eselon IV A) 
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Eselon IV A) 
8. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Eselon IV A) 
Struktur organisasi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dapat dilihat 
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Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat Daerah 
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemerintahan, 
Pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam kerja kecamatan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan mempunyai 
fungsi : 
1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum; 
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 
kecamatan; 
7. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa; 
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. 
Uraian tugas dari masing-masing pejabat stuktural di lingkungan 




Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi adalah 
sebagai berikut: 
1. Camat 
 Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi : 
a. Penetapan rencana kerja; 
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di 
tingkat Kecamatan; 
c. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan 
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana 
dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan 
perekonomian dan kesejahteraan rakyat; 




f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 
atau kelurahan; 
g. Pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan; 
h. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan 
kecamatan; 
i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan. 
2. Sekretaris Kecamatan 
 Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 
melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, 
penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian 
penyelenggaraan tugas kecamatan. 
 Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana 
kerja; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
kesekretariatan/ketatausahaan; 
c. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan 
teknis penyelenggaraan tugas kecamatan; 
d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan; 
e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kecamatan; 
f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 




g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; 
h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
Sekretariat Kecamatan. 
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan 
 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok 
membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, 
pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, 
melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan 
pengelolaan keuangan. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan mempunyai fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
perencanaan dan keuangan kecamatan; 
c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perencanaan kecamatan; 
d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
rencana kerja kecamatan; 
e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan 
rencana kerja kecamatan; 
f. Pengelolaan urusan keuangan; 
g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian 





4. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, 
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 
perpustakaan, humas dan protokol; 
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan; 
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 
e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, 
humas dan protokol; 
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian. 
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan 
 Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat 
dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, 
dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai 
fungsi : 




b. Penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
urusan pemerintahan; 
c. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan Desa 
dan/atau Kelurahan; 
d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa 
atau kelurahan; 
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata 
Pemerintahan. 
6. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 
 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok 
membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
mempunyai fungsi : 
a. Penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
urusan ketentraman dan ketertiban umum; 
c. Pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum; 
d. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 




7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok 
membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa, 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi : 
a. Penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup; 
c. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa; 
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 
dan lingkungan hidup; 
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
8. Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat 
 Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan perekonomian 
dan kesejahteraan rakyat. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perekonomian dan 
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 




b. Penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat; 
c. Pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian, dan kesejahteraan 
rakyat; 
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. 
Tabel IV.07 
Nama Kepala Desa Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagerbarang 
Kabupaten Tegal Tahun 2020 
No. Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah 
1. Srengseng R. Triana Eka Waluh, S.Pd, M.Pd 
2. Rajegwesi Sapuro, S.Pd 
3. Sidomulyo Muhammad Kodri 
4. Mulyoharjo Abdul Basir 
5. Semboja Untung Basuki 
6. Randusari Jadi Sanyoto 
7. Jariwangi Abduri 
8. Pagerbarang Komariyanto 
9. Karanganyar Farid Ikhsan 
10. Kertaharja Tati Inayah, S.Pd 
11. Kedungsugih Sumitro 
12. Surokidul Rosikin 
13. Pesarean Lasdi 
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Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rajegwesi 
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 Uraian tugas dari masing-masing pejabat stuktural di lingkungan 
Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Desa 
 Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai fungsi : 
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, 
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, 
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 
wilayah. 
b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 
c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 




e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 
lainnya 
2. Sekretaris Desa 
 Sekretaris Desa sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.Sekretaris Desa 
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 
 Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi : 
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 
umum. 
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala 
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka 








3. Kepala Urusan 
 Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat bertugas 
membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Urusan mempunyai fungsi : 
a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan 
dinas, dan pelayanan umum. 
b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan 
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi 
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, 
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 
c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan 
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan 
belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 
4.   Kepala Seksi 
Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi 





 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen 
tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan 
upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan 
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa. 
b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang 
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di 
bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan 
motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, 
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
IV.4 Kondisi Sosial Ekonomi 
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengamati adanya perbedaan 
kondisi antarwarga. Baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam 
lingkungan masyarakat yang lebih luas perbedaan mencakup berbagai aspek 
kehidupan, misalnya ada orang kaya dan orang miskin, ada orang berkuasa dan 
ada orang yang tidak berkuasa, serta ada orang yang dihormati dan ada orang 




Kondisi yang cenderung merujuk pada keadaan ekonomi dan sosial 
seseorang dalam kaitannya dengan jabatan (kekuasaan), dan peranan yang 
dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status atau kondisi 
cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya 
dengan orang lain berdasarkan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang 
dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan, 
prestasi atau kekuasaan. 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kondisi adalah keadaan atau 
kedudukan seseorang. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan 
masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 
Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan, kedudukan 
atau posisi seseorang di dalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan 
ekonomi. Hal ini ditentukan oleh banyak hal yang mempengaruhi seperti tingkat 














Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya Per Desa di Kecamatan 




Jasa Jasa Jasa 
Transport. 
Kemasy. Kes. Pend. 
1. Srengseng 1164 118 70 6 29 104 
2. Rajegwesi 782 178 84 6 29 127 
3. Sidomulyo 423 171 134 2 21 81 
4. Mulyoharjo 332 219 140 8 29 147 
5. Semboja 416 161 102 5 17 77 
6. Randusari 1726 596 287 21 97 543 
7. Jatiwangi 1274 181 79 8 26 143 
8. Pagerbarang 988 411 183 11 140 362 
9. Karanganyar 1435 216 99 5 28 241 
10. Kertaharja 404 231 129 4 19 162 
11. Kedungsugih 336 81 36 4 18 81 
12. Surokidul 558 261 77 3 39 119 
13. Pesarean 567 303 175 13 50 147 
Jumlah 10405 3197 1595 96 542 2334 
(Sumber : Data Kecamatan Pagerbarang Dalam Angka 2020) 
Bisa dilihat pada tabel di atas bahwa wilayah Kecamatan Pagerbarang 
memiliki beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakatnya guna 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melihat tabel diatas yang paling dominan 
yaitu masyarakat bermata pencaharian sebagai pertanian/petani dengan jumlah 
10.405 orang. Disamping itu sektor pertanian juga telah menjadi produk unggulan 
bagi sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Pagerbarang. Dan mata 
pencaharian yang paling sedikit di tekuni oleh masyarakat yaitu sebagai jasa 




Dengan memperhatikan keragaman yang di miliki, Maka mobilitas 
perekonomian masyarakat wilayah Kecamatan Pagerbarang dapat di katakan 
sangat jauh untuk dikatakan “miskin harta” secara kasat mata dapat dilihat rumah 
- rumah yang di huni masyarakat umumnya berada pada kondisi yang prima dan 
layak pakai. 
Suburnya tanah menjadi motivasi utama bagi tumbuh suburnya usaha agri 
bisnis. Wilayah Kecamatan Pagerbarang saat ini telah menjadi sasaran penting 
bagi pelaku usaha padi, cabai, bawang dan lain sebagainya untuk bisa bercocok 
tanam didaerah tersebut. 
IV.5 Kondisi Sosial Budaya 
Masyarakat di sekitar Kecamatan Pagerbarang adalah pendukung 
kebudayaan Jawa. Sebagaimana seperti masyarakat pendukung kebudayaan Jawa 
lainnya, Mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Jawa. Akan 
tetapi, dengan dialek/dialog “Jawa-Tegalan” yang termasuk dalam kategori dialek 
“Banyumasan”. Dialognya yang khas menjadikan orang Tegal sering disebut 
sebagai “Wong Ngapak”, Karena jika mengucapkan kata-kata tertentu, “bapak” 
misalnya, maka pengucapan huruf “k”-nya sangat kental (kentara). Hal ini 
berbeda dengan orang Jawa-Yogya dan Jawa-Solo yang pengucapan huruf “k”-
nya “nyaris tak terdengar”. 
Prinsip keturunan yang dianut oleh masyarakat Kota Tegal dan Kabupaten 
Tegal adalah bilateral, yaitu suatu sistem penarikan garis keturunan melalui 
nenek-moyang laki-laki dan wanita secara serentak. Artinya, yang dianggap 




Sedangkan, istilah yang digunakan untuk menyebut atau menyapa kerabatnya 
antara lain: bapak (istilah untuk menyebut orang tua laki-laki), sima (istilah untuk 
menyebut orang tua perempuan), kakung (istilah yang digunakan untuk menyebut 
orang tua laki-laki ayah dan ibu), eyang (istilah yang digunakan untuk menyebut 
orang tua perempuan ayah dan ibu), om atau paman (istilah yang digunakan untuk 
menyebut adik laki-laki ayah dan ibu), bibi (istilah yang digunakan untuk 
menyebut adik perempuan ayah dan ibu), kakang (istilah yang digunakan untuk 
menyebut saudara tua laki-laki), mbakyu (istilah yang digunakan untuk menyebut 
saudara tua perempuan), dan adi (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara 
muda baik laki-laki maupun perempuan). 
Sistem perkawinan yang mereka anut adalah “bebas”. Artinya, tidak hanya 
membatasi pada daerah sendiri (indogami-daerah), Tetapi juga membolehkan 
orang kawin dengan gadis atau jejaka dari daerah lain. Sedangkan, tempat tinggal 
yang dianut setelah perkawinan adalah matrilokal (pengantin baru tinggal di 
rumah orang tua atau dekat dengan kerabat pihak perempuan). 
Di masa lalu seorang pengantin lelaki baru bekerja seperti sediakala ketika 
hari perkawinan sudah mencapai hari ketujuh. Selama itu Sang Pengantin hanya 
bersih-bersih halaman rumah (pagi dan sore hari). Namun, dewasa ini hal itu 
dapat dikatakan tidak dilakukan lagi karena pada umumnya setiap keluarga tidak 
mempunyai halaman yang cukup luas. Disamping itu, pepohonan-pepohonan 
besar dan rumpun-rumpun bambu telah banyak yang ditebangi dan berganti 





Pada masa lalu orang-orang yang status sosialnya tinggi adalah yang 
memiliki harta benda yang berlimpah dan orang-orang yang pengetahuan 
agamanya (Islam) dalam/luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di masa 
lalu banyak orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren, seperti: Kaliwungu 
(Semarang), Kraprak (Yogyakarta) dan Lasem (Jawa Timur). Namun, dewasa ini 
yang termasuk dalam status sosial tinggi adalah tidak hanya orang-orang yang 
memiliki kekayaan dan pengetahuan agama saja, tetapi juga pendidikan formal 
yang tinggi. Ini artinya, orang-orang yang hanya memiliki kekayaan, pengetahuan 
agama dan pendidikan formal yang sedang-sedang saja temasuk dalam status 
sosial sedang (menengah). Sedangkan, mereka yang tidak atau kurang mampu, 
baik dalam kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal termasuk dalam 
status sosial yang rendah, seperti: tukang becak, tukang songgol, dan buruh tani 
(pepeng). 
Banyaknya lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Pagerbarang ,dapat 
di jadikan parameter awal,bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Pagerbarang 
bersifat religius, santun dalam kata-kata dan bijak dalam sikap. Arus informasi 
sebagai dampak era globalisasi terbukti telah berhasil mendorong pada 
peningkatan kecerdasan masyarakat dari penindasan politis serta berhasil 
menyentuh rasa keingin tahuan yang tinggi. 
Terdapat indikasi yang kuat bahwa tokoh masyarakat telah memiliki 
wawasan mandiri tentang suatu tema yang sedang menjadi topik kajian 




inovatif bagi perkembangan pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa yang Islami. 
IV.6 Kondisi Kesehatan 
Kesehatan meupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan 
kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk 
kehamilan dan persalinan. Untuk itu disuatu kecamatan harus memiliki sarana dan 
prasarana seperti puskesmas dan puskesmas pembantu. 
Puskesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan 
pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta 
masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 
masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain 
puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan 













Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019 
 
 ( Sumber: Data Kec. Pagerbarang Dalam Angka 2020) 
 
Pelayanan Kesehatan juga didukung dengan terdapatnya 1 Puskesmas, 5 






No. Desa/Kelurahan Puskesmas Pusk. Pembantu Praktek Bidan Praktek Dokter
1 Srengseng - 1 1 -
2 Rajegwesi - 1 1 -
3 Sidomulyo - - 1 -
4 Mulyoharjo - - 1 -
5 Semboja - 1 1 -
6 Randusari 1 - 1 -
7 Jatiwangi - - 1 -
8 Pagerbarang - - 1 2
9 Karanganyar - 1 1 -
10 Kertaharja - - 1 -
11 Kedungsugih - 1 1 -
12 Suro Kidul - - 1 -
13 Pesarean - - 1 -






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan 
Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Peneliti 
memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan 
dengan memilih orang-orang yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada 
dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini 
memiliki kepercayaan bagi pembaca. 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, dalam pengawasan 
kinerja kepala desa serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
pengawasan kinerja kepala desa. 
Pokok-pokok penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di 
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dengan unit analisis: 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
b. Pengawasan Kinerja Kepala Desa 









Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) 
dalam pengawasan kinerja kepala desa di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten 
Tegal dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat serta 
solusinya dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) maupun 
dalam pengawasan kinerja kepala desa. Adapun informan mencangkup : 
a. Kepala Desa 
1. Kepala Desa Randusari Bapak Jadi Sanyoto 
2. Kepala Desa Pagerbarang Bapak Komariyanto 
3. Kepala Desa Rajegwesi Bapak Sapuro, S.Pd 
b. Ketua BPD 
1. Ketua BPD Desa Randusari Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD 
2. Ketua BPD Desa Pagerbarang Bapak Dul Jamil 
3. Ketua BPD Desa Rajegwesi Bapak Sumito 
c. Perangkat Desa  
1. Perangkat Desa Randusari Bapak Arif Khumaidi 
2. Perangkat Desa Pagerbarang Bapak Topik Haryanto 




d. Anggota BPD  
1. Anggota BPD Desa Randusari Bapak Diroto 
2. Anggota BPD Desa Pagerbarang Bapak Ujang Jaenudin 
3. Anggota BPD Desa Rajegwesi Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.I 
V.I   Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan unit 
analisis: 
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
Penyelenggaraan adalah pelaksanaan suatu hal yang dilakukan guna 
mencapai suatu tujuan. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan adalah Menurut Bapak/Ibu, 
apakah koordinasi antara BPD dan Kepala Desa beserta 
aparaturnya dalam penyelenggaraan desa selama ini berjalan 
dengan baik? 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya Berjalan dengan baik mas, selama ini antara Pemerintah Desa selaku 
lembaga eksekutif serta BPD selaku lembaga legislatif di desa berjalan 
dengan sangat baik, dibuktikan dengan lancarnya pembahasan anggaran 
maupun di dalam musrembangdes itu sendiri.” 
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu baik mas, hal ini terkait dengan kerjasama dilingkup Desa 
Pagerbarang antara Kepala Desa beserta jajarannya dengan BPD terjalin 
dengan baik dalam pembahasan terkait kebutuhan yang diinginkan 





Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya sangat baik tentunya mas, terkait koordinasi yang melibatkan semua 
unsur di pemerintah desa karena dalam penyelenggaraan kepemerintahan 
desa semua harus saling berkesinambungan untuk merumuskan kebijakan 
agar masyarakat merasa puas akan kinerja yang kami lakukan.”  
Menurut Bapak Moh. Syarifullah, S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan:  
“Tentunya ya mas, koordinasi selama ini sangat terjalin dengan baik, 
karena semua kebijakan beserta pembangunan desa pasti ada kesepakatan 
bersama untuk kemajuan masyarakat desa.”  
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Pasti lah mas, berjalan dengan baik. Kalau berbicara soal koordinasi 
antar BPD dengan pemerintah desa pastinya harus searah dengan apa 
yang hendak dicapai ke depannya, maka sudah menjadi kewajiban yang 
mutlak antara pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan saling 
bekerjasama agar apa yang diharapkan dapat terealisasi dan berjalan 
dengan baik.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
”Ya koordinasi kami selaku BPD dengan pemerintah desa terjalin dengan 
harmonis dan komunikasi pun antar lembaga berjalan dengan baik mas, 
artinya sinergitas antar lembaga dalam pembangunan desa dapat 
terealisasi secara maksimal.” 
 
Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentu saja saling berjalan dengan baik mas, koordinasi antara kami di 
pemerintah desa, maupun BPD beserta jajarannya, karena sudah 






Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekretaris Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya jelas mas, koordinasi terjalin dengan baik. Kami selaku pemerintah 
desa selalu bersama-sama dengan BPD untuk berkomitmen dalam 
membangun kemandirian desa dengan berlandaskan gotong-royong.” 
 
Menurut Bapak Sukasno (selaku Perangkat Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan:  
“Iya pastinya mas, koordinasi antara kami sebagai pemerintah desa 
dengan BPD berjalan dengan baik dilihat dari sisi komunikasi serta 
keterlibatan BPD dalam rapat terkait dengan musrembangdes dan BPD 
juga selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan maupun program yang di 
adakan oleh pemerintah desa.” 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya koordinasi terjalin dengan baik mas antar lembaga, hal tersebut 
dinilai menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan desa agar 
senantiasa memegang prinsip kebersamaan dalam mencapai tujuan yang 
hendak dicapai.” 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya rasa koordinasi dalam hal ini hubungan antara BPD dengan 
pemerintah desa berjalan dengan baik mas karena semua unsur, baik dari 
kami maupun pemerintah desa mengerti akan peran masing-masing 
tupoksi yang dipegangnya.” 
 
Menurut Bapak Mohammad Abdul Rozaq, S.Pd.I (selaku 
Anggota BPD Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 
mengatakan: 
“Ya tentu mas, koordinasi antar BPD dengan pemerintah desa berjalan 
dengan baik dan pastinya karena dalam hal ini BPD menjadi penyambung 






Berdasarkan hasil wawancara dari 12 informan, dapat 
disimpulkan bahwa koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa 
beserta jajarannya dari Desa Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa 
Rajegwesi berjalan dengan baik, ditinjau dari pentingnya kerjasama antara 
lembaga dalam arti BPD sebagai mitra dari pemerintah daerah dan 
sekaligus sebagai pengawas dari setiap kegiatan penyelenggaraan 
pemerintah desa harus saling sinergi untuk mencapai apa yang diharapkan 
masyarakat. 
2) Menurut Bapak/Ibu, apakah komunikasi antara BPD dan Kepala 
Desa terjalin dengan intens dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa? 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya pastinya mas, komunikasi antara saya dengan BPD terjalin dengan 
intens karena memang antara lembaga ini merupakan satu-kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan artinya dengan kekompakan antara pemerintah 
desa dengan BPD dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu harus terjalin dengan intens mas antara pemerintah desa 
dengan BPD karena unsur eksekutif dan legislatif merupakan unsur yang 
saling terkait didalam pemerintahan desa dan tentunya saling 
membutuhkan satu sama lain, hal ini diharapkan bisa membawa kemajuan 
dalam membangun pemerintahan desa menjadi lebih baik sehingga 
harapan dari masyarakat dapat terealisasikan.” 
 
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 




“Ya pasti mas, komunikasi antara kami dengan BPD tentu terjalin dengan 
intens, karena kami dan BPD merupakan mitra yang penting dalam 
mencapai tujuan bersama terkait dengan kemajuan dan kesejahteraan 
masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Moh. Syarifullah, S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan:  
 “Ya tentu komunikasi terjalin dengan intens, saya melihat bahwa antara 
kami selaku BPD dengan pemerintah desa memiliki prinsip yang sama 
dalam mensejahterakan masyarakatnya maka tentu komunikasi harus 
berlandasarkan akan kemusyawarahan mufakat.” 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya komunikasi antara kami dengan pemerintah desa terjalin dengan 
intens mas, dimana kami dilibatkan disegala aspek bidang di 
pemerintahan desa dan tentunya komunikasi sangat berjalan dengan 
baik.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya komunikasi antara BPD dan pemerintah desa jelas sangat intens 
mas, beberapa kali kami memberikan arahan dan masukan untuk 
pemerintah desa dan tanggapannya positif, itu merupakan kerjasama.” 
 
Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya tentu, komuikasi selama ini antara pemerintah desa dengan BPD 
terjalin dengan baik.” 
 
Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekertaris Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya pastinya antara pemerintah desa dengan BPD terjalin komunikasi 
yang intens mas, dalam hal ini menjadi gambaran keharmonisan lembaga 






Menurut Bapak Sukasno (selaku Perangkat Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya rasa komunikasi kami berjalan dengan intens sejauh ini mas, 
dimana kami selaku BPD selalu diberi informasi ketika akan ada kegiatan 
entah itu rapat kordinasi maupun dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah 
desa.” 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya tentu, komunikasi kami dengan pemerintah desa pastinya terjalin 
dengan baik.” 
  
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya sudah pasti komunikasi yang terjalin antara BPD dengan pemerintah 
desa selama ini berjalan dengan intens, hal tersebut diharapkan menjadi 
tolak ukur untuk merepresentasikan keinginan masyarakat akan 
kesejahteraan.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.I (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya jelas komunikasi yang terbentuk antara kami dan pemerintah desa 
terjalin dengan intens mas, karena apa yang diinginkan kami dan 
pemerintah desa sama-sama untuk kemajuan Desa Rajegwesi.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 12 informan, dapat 
disimpulkan bahwa komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa dari 
Desa Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi terjalin dengan 
intens, hal tersebut memang harus dilakukan sebab BPD merupakan mitra 
dari pemerintah desa khususnya sebagai lembaga legislatif yang diharus 




kepada kepala desa selaku pempimpin pemerintahan desa. Jadi untuk itu 
BPD harus intens dalam berkomunikasi dengan kepala desa. 
3) Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini jajaran BPD dan Kepala 
Desa kompak dan rensponsif dalam memenuhi harapan 
masyarakat? 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya sejauh ini saya dengan jajaran BPD kompak dan responsif dalam 
pemenuhan harapan dan kesejahteraan masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu mas, kompak yang dimaksud dalam arti saya dan BPD 
mempunyai keinginan yang sama untuk memajukan Desa Pagerbarang di 
sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta BPD responsif 
dalam setiap ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan 
kepala desa selalu memberi masukan yang sesuai dengan keinginan 
masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
”Ya yang jelas kompak dan responsif antara saya dengan BPD, artinya 
sama-sama mempunyai niat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 
dan saya juga merasa terbantu akan masukan dari masyarakat yang 
disampaikan melalui BPD.” 
 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh, S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Iya pastinya harus kompak antara Kepala Desa dengan BPD dan juga 






Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu saja kompak dalam memenuhi harapan dan kesejahteraan 
masyarakat, dengan kekompakan tersebut pembangunan yang diinginkan 
dapat terealisasi sesuai apa yang kami sepakati pada musrembangdes dan 
tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya jelas harus kompak karena kami sebuah lembaga yang saling 
membutuhkan.” 
 
Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Iya kekompakan antara Kepala Desa dan BPD terjalin dengan baik dan 
responsif .” 
 
Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekertaris Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 ”Ya tentunya harus kompak antara Kepala Desa dengan BPD karena 
semua harapan masyarakat ada ditangan lembaga tersebut serta aktif dan 
responsif dalam penyerapan apa yang diinginkan masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Sukasno (selaku Perangkat Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya saya menilai kekompakan antara Kepala Desa dengan BPD terjalin 
dengan kompak sehingga dapat memenuhi harapan apa yang diminta dan 
menjadi hak dari masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusasri) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentunya kompak dan responsif dari BPD dengan Kepala Desa susuai 





Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Iya yang jelas kompak dari kami dengan Kepala Desa dan tentunya 
pemerintah desa harus bekerja dan melaksanakan program yang 
sebelumnya sudah disepakati bersama dalam mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu hubungan antara BPD beserta jajarannya dengan Kepala Desa 
bisa dikatakan kompak karena semua berupaya untuk memberikan upaya 
yang terbaik berkaitan dengan pemenuhan harapan masyarakat.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 12 informan, dapat 
disimpulkan 
bahwa kekompakan antara jajaran BPD dengan Kepala Desa di Desa 
Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi terjalin dengan baik 
dan saling responsive agar semua kegiatan pembangunan dapat berjalan 
sesuai dengan apa yang dirapatkan pada musrembangdes. 
4) Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat desa dilibatkan dalam 
perumusan kebijakan publik guna mewujudkan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang berkualitas? 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya Pasti dilibatkan karena dalam penyelenggaraan pemerintah perlu 
adanya masukan dari masyarakat dalam perumusan kebijakan dan juga 







Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentunya dilibatkan dalam hal perumusan kebijakan maupun 
pembangunan. Atensi dari masyarakat berupa masukan yang akan di 
musyawarahkan oleh pengampu kepentingan untuk menjadi bahan 
pertimbangan terkait pembahasan yang dituju.” 
 
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya harus dilibatkan semua unsur mas. Biasanya kami mengundang 
masyarakat untuk terlibat diantaranya ketua Rt dan Rw serta perwakilan 
tokoh masyarakat guna mewujudkan pembanguan sesuai dengan apa yang 
diharapkan masyarakat” 
 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
  “Ya tentu mas, pastilah melibatkan masyarakat dalam perumusan 
kebijakan maupun pelaksanaan kebijakannya karena masyarakatlah yang 
akan merasakannya, sehingga perlu sekali peran aktif masyarakat dalam 
memberi pendapat serta bersama-sama mengawasi kegiatan pelaksanaan 
kebijakan yang dilakukan pemerintah desa.” 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya melibatkan masyarakat mas, karena didalam musyawarah pasti 
muncul aspirasi dan kami pun menyerahkan aspirasi yang telah 
disampaikan oleh masyarakat ke kami kepada pemerintah desa, dan juga 
pada pelaksanaannya juga masyarakat pasti ikut mengawasi apakah 
sudah sesuai dengan diputuskan pada musyawarah. Sehingga 
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat optimal.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya pasti mas, melibatkan masyarakat dalam perumusan masalah, agar 





Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu mas, masyarakat dilibatkan dalam rapat musyawarah terkait 
perumusan kebijakan.” 
 
Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekertaris Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya pastilah masyarakat dilibatkan dari semua unsur didalam perumusan 
kebijakan dan mencapai kesepakatan bersama.” 
 
Menurut Bapak Sukasno (selaku Perangkat Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentunya mas, masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan 
maupun penganggaran di pemerintahan desa.” 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Iya pasti dilibatkan mas, unsur dari masyarakat untuk menunjukan 
gotong royong dalam membangun desa.”  
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentunya harus dilibatkan karena aspirasi dari masyarakat penting 
untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya pastilah melibatkan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan 
dalam pembangun yang menekankan prinsip kebersamaan.” 
 





bahwa dalam pengambilan keputusan di Desa Randusari, Desa 
Pegerbarang, dan Desa Rajegwesi melibatkan unsur masyarakat dalam 
perumusan kebijakan dalam musyawarah desa, hal ini dilakukan agar 
nantinya kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan harapan masyarakat 
dan mampu mensejahterakan masyarakat. 
5) Menurut Bapak/Ibu, apakah BPD menjalankan fungsinya sesuai 
amanat UU No. 6 Tahun 2014? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya mas, menjalankan fungsi yang seharusnya mas, selain menyalurkan 
pendapat masyarakat dalam musyawarah juga harus menjadi pengawas 
yang mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama 
dalam musrembang agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan 
pemerintah desa selaku penyelenggara pemerinttahan Desa.” 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya mas menjalankan fungsinya sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 
artinya secara pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja kepala desa kami 
bersama masyarakat selalu melihat dan menilai setiap kegiatan 
pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah 
berjalan baik atau ada penyimpangan, tentu itu kami awasi betul-betul 
mas, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat desa.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya harus mas, sebisa mungkin dijalankan dengan maksimal walaupun 
mungkin belum sempurna. Terkait pengawasan kinerja kepala desa tentu 
kami harus melaksanakannya dengan sangat baik agar tidak ada 





Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya pastinya mas. Yang jelas kami tetap melaksanakan fungsi kami dalam 
mengawasi kinerja kepala desa dan jajarannya, ini dilakukan agar 
kebijakan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang di 
musyawarahkan Bersama.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya pasti mas, sejauh ini kami mengupayakan yang terbaik untuk 
menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa, karena itu penting 
sekali mas, karena kadang kepala desa sering tidak sesuai antara apa 
yang dirapatkan dengan pelaksanaannya, sehingga perlu adanya 
pengawasan disitu.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya tentunya dijalankan dengan maksimal terkait dengan tupoksi yang 
diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, dapat disimpulkan 
bahwa Desa Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi secara 
normatif relatif menjalankan fungsi BPD sesuai amanat UU No. 6 Tahun 
2014 dimana dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja kepala desa, 
BPD dibantu masyarakat selalu mengawasi setiap ada kegiatan 
pelaksanaan kebijakan agar tidak ada penyelewengan yang dilakukan 
pemerintah desa serta dapat memberikan masukan atau peringatan kepada 
pemerintah jika ada kesalahan dalam pelaksanaa kebijakan maupun dalam 




Dari lima pertanyaan diatas mengenai penyelenggaraan pemerintah desa 
yang dilakukan oleh Desa Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi, 
maka penulis simpulkan bahwa kordinasi antar lembaga BPD dengan pemerintah 
desa terjalin dengan sangat baik serta komunikasi berjalan dengan intens dari 
BPD maupun pemerintahan desa. Jajaran BPD dan pemerintah desa pun kompak 
serta responsif dalam pemenuhan harapan masyarakat. Masyarakat pun juga 
dilibatkan dalam perumusan kebijakan hal tersebut menekankan asas musyawarah 
mufakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD pun menjalankan 
amanat UU No. 6 Tahun 2014 dalam fungsinya melakukan pengawasan kinerja 
kepala desa. 
b. Pengawasan Kinerja Kepala Desa 
Fungsi BPD dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. 
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta 
pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah 
desa. 
1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah mekanisme dalam 
pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Jadi mekanisme dalam pengawasan kinerja kepala desa yang pasti itu 
kita melakukan monitoring terhadap pemerintah desa, nanti kan 
pemerintah desa setiap di akhir tahun semester pertama dan kedua itu 




nilai kinerjanya seperti apa dan di lihat juga dilapangannya. Dan setelah 
dilakukan monitoring kemudian untuk evaluasi yaa kita lakukan 
koordinasi dengan desa untuk menyampaikan segala bentuk hasil 
pengawasan yang kita lakukan dan kita memberikan arahan atau masukan 
jika dalam pengawasan ditemukan masalah terkait dengan kinerja kepala 
desa.” 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Yang pertama ya kita lakukan monitoring mas yang dengan kegiatan 
Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Pengawasan 
terhadap pendapatan dan belanja desa, Pengawasan terhadap keputusan 
kepala desa, Pengawasan terhadap pelayanan kepala desa serta 
perangkat desa terhadap masyarakat. Terus ketika di rasa ada 
penyelewengan yang dilakukan kepala desa kami akan mengirimkan surat 
peringatan atau melakukan koordinasi terkait masalah tersebut, agar 
segera dapat diatasi. Selain itu ada juga evaluasi kinerja mas, itu setiap 
akhir tahun, baik dari capaian pembangunan, penggunaan APBDES dan 
pelaksanaan pelayanan public yang dilakukan oleh kepala desa dan 
penyelenggara pemerintahan mas, dari hasil evaluasi itu kita akan jadikan 
bahas untuk bahasan pada saat musrembangdes” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Prosesnya kita mengacu pada program-program kepala desa mas 
apakah sudah terlaksana sesuai aturannya atau ada pelencengan, selain 
itu juga kita mengawasi kinerja di kantor kepala desa, khususnya dalam 
pelayanan mereka kepada masyarakat agar penyelenggaraan perintahan 
bisa tetap baik.” 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Mekanismenya melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, 
pengawasan langsung maksudnya adalah melihat langsung dilapangan 
baik dari pelaksanaan program2 kepala desa maupun kegiatan pelayanan 
di desa. Kalo pengawasan tidak langsung adalah melihat hassil kinerja 
melalui laporan kinerja kepala desa dan laporan penggunaan anggaran, 
laporan absensi kepala desa dan pegawai. Kemudian juga rutin setiap 
Triwulan diadakan rapat evaluasi kinerja BPD dengan Kepala Desa, 




mas, disitu juga kita menyampaikan masukan atau keluahan dari 
masyarakat terkait dengan pelaksanaan program kepala desa maupun 
pelayanan publik.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Mekanismenya melalui monitoring dan evaluasi mas, pada monitoring 
kita melaksanakan pemantauan pada setiap kegiatan kepala desa, 
khususnya dalam pelaksanaan program-programnya, kalo ditemukan ada 
penyimpangan kita akan memberikan peringatan baik secara lisan 
maupun tertulis kepada kepala desa. Dan pada evaluasi kita lakukan 
kegiatan rapat setiap triwulan dan 1 tahun sekali untuk menilai laporan 
kinerja kepala desa dan perentahannya.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Mekanisme jelas mas, kami BPD sebagai mitra dari Kepala Desa 
sekaligus harus melakukan pengawasan kepada kepala desa, yang mana 
pengawasannya adalah melakukan penilaian pada program, anggaran 
yang dilakukan kepala desa, apakah sudah sesuai dengan aturan atau 
yang sudah disepakati Bersama. Jika ada penyimpangan tentu kita akan 
koordinasi dengan kepala desa terkait penyimpangan tersebut dan kita 
beri peringatan, namun jika kepala desa tetap melakukan penyimpangan 
itu kita bisa saja melaporkannya kepada Bupati mas.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, dapat disimpulkan 
bahwa mekanisme dalam pengawasan kepala desa adalah dengan 
melaksanakan monitoring, yang berarti pemantauan secara langsung 
maupun tidak langsung kinerja kepala desa, monitoring dilakukan pada 
pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh kepala desa, ini 
dilakukan agar tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dalam 
pelaksanaan program pembangunan yang ada didesa. Selain itu juga ada 
Evaluasi, pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 




dari kepala desa, baik dari capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta 
dalam penyelenggaraan pelayanan public, dalam rapat evaluasi ini juga 
akan disampaikan segala bentuk hasil monitoring yang dilakukan oleh 
BPD kepada kepala desa, jika ditemukan ada masalah atau penyelewengan 
maka BPD harus memberikan peringatan kepada kepala desa serta arahan 
agar tidak terjadi lagi penyelewengan tersebut. 
2) Menurut Bapak/Ibu, apakah BPD selama ini mengawasi segala 
bentuk kinerja Kepala Desa dan bagaimana prosesnya? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya kita lakukan pengawasan terhadap segala bentuk kinerja dari kepala 
desa mas, seperti dalam menjalankan program kepala desa, agar dapat 
berjalan sesuai dengan apa yang disepakati Bersama.” 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Iyaa mas kita lakukan monitoring kegiatan program kepala desa 
langsung dilapangan mas, yaa walaupun tidak 24 jam kita mengawasinya, 
karena kita juga ada pekerjaan sendiri, yaa sebisa mungkin kita monitor 
setiap ada pelaksanaan programnya mas. Setelah itu kita melakukan 
evaluasi mas, setiap 3 bulan sekali dan 1 tahun sekali, hasil dari evaluasi 
itu kita akan masukan dalam pembahasan untuk musrembangdes mas.”  
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Yaa mas, setiap bentuk kegiatan dalam pemerintah desa kita awasi mas 
baik terhadap pelaksanaan peraturan desa, pendapatan dan belanja desa, 
keputusan kepala desa, dan pengawasan terhadap pelayanan kepala desa 
serta perangkat desa terhadap masyarakat, prosesnya melalui monitoring 
langsung dilapangan, atau mengecek laporan keuangan desa dan laporan 






Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Betul mas, semua kita awasi yang sesuai dengan kewenangan kami, 
proses pengawasannya yaa melalui pemantauan langsung dilapangan 
pada kegiatan pembangunan dan juga melihat penggunaan anggaran 
pembangunannya mas, dari masyarakat yang aktif juga ikut mengawasi 
mas, kalo mereka menemukan masalah atau penyelewengan mereka bisa 
laporkan kepada kita. Setelah kita monitoring dan menemukan ada 
kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan itu mas, langsung kita 
sampaikan kepada kepala desa untuk di konfirmasi dan memberikan 
arahan kepada kepala desa agar tidak ada penyelewengan lagi.”  
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“iya mas, segala bentuk kegiatan kepala desa yang berhubungan dengan 
kepentingan masyarakat kita selalu awasi mas, prosesnya yaa jelas 
langsung terjun kelapangan mas, melihat langsung bagaimana misalkan 
dalam pembangunan fisik apakah sudah sesuai dengan yang disepakati 
atau belum.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Kita awasi sepenuhnya mas, prosesnya yaa melalui pengawasan 
langsung dilapangan mas. Juga mengecek setiap penggunaan anggaran.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, dapat disimpulkan 
bahwa BPD dari Desa Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi 
melakukan pengawasan pada setiap kegiatan kepala desa yang 
berhubungan dengan kepententingan masyarakat atau yang menjadi 
kewenangannya meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 
atau program yang ada di desa, Pengawasan terhadap pendapatan dan 




terhadap pelayanan kepala desa serta perangkat desa terhadap masyarakat. 
Dan untuk prosesnya dilakukan melalui monitoring langsung dilapangan 
dan juga peninjauan penggunaan anggaran desa. Jika terdapat kejanggalan 
antara pelaksanaan dilapangan maka BPD akan segera mengkonfirmasikan 
kepada kepala desa baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika terbukti ada 
penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa maka BPD akan 
memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada kepala desa, 
dan jika kepala desa tetap saja melakukan penyelewengan maka BPD 
dapat melorkannya kepada Camat dan akan diteruskan kepada Bupati 
terkait. Kemudia proses evaluasi, ini dilakukan setiap triwulan dan setiap 1 
tahun untuk menilai laporan kinerja kepala desa serta capaian dari 
program-program desa, catatan kinerja kepala desa yang didapat dari 
evaluasi ini juga harus dimasukan kedapalam lopaoran kinerja BPD. 
3) Menurut Bapak/Ibu, apakah monitoring yang dilaksanakan 
selama ini oleh BPD sudah maksimal dan sesuai aturan yang 
berlaku? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Saya rasa ya sudah cukup baik dan sesuai aturan mas, Cuma untuk 
maksimal kayanya belum mas, soalnya anggota BPD yang aktif Cuma 
beberapa, kebanyakan masih sibuk kerja, saya juga ada kerjaan sendiri 
sih mas, cuman yaa tetep harus konsisten untuk BPD tapi yang lain 
memang banyak yg kurang aktif, mungkin karena banyak ga tau tentang 
fungsi BPD mas jadi kadang sering menyepelekan monitoring, kadang 





Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Ya kami sudah berusaha maksimal mas dengan tugas kami dalam 
pengawasan kinerja kepala desa mas, mungkin memang belum cukup baik 
mas karena memang anggota kita juga masih sering sibuk dengan 
pekerjaannya masing ditambah ketua BPD disini kan Kepala Sekolah dan 
Pegawai PNS mas jadi kadang sibuk sama pekerjaannya dan kurang fokus 
di BPD, jadi pelaksanaan monitoring dalam pengawasan kinerja sering 
terhambat.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya kami sudah semaksimal mungkin mas dalam kaitanya dengan 
pengawasan kinerja kepala desa kita lakukan sesuai dengan aturan dan 
kewenangan kami mas.” 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya sudah maksimal mas dalam pengawasannya kita selalu berusaha 
untuk selalu terjun kelapangan, walapun terkendala dari keaktifan 
anggota yang kadang masih sering sibuk dengan pekerjaan masing-
masing, namun kami selalu berusaha untuk tetap melakukan monitoring 
pada setiap kegiatan kepala desa, khususnya terkait program 
pembangunan.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya jelas sudah maksimal mas dan terkait pengawasan kita sudah 
melakukannya sesuati dengan aturan yang ada mas” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mas dalam pengawasannya, 
karena itu memang tugas utama kami untuk mengawasi jalannya kegiatan 





Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, dapat disimpulkan 
bahwa BPD dari Desa Randusari dan Desa Pagerbarang menilai mengakui 
bahwa pelaksanaan pengawasan di desa randusari masih kurang maksimal, 
hal ini dikarenakan masih banyak anggota BPD yang kurang aktif dan 
disibukan dengan pekerjaan pribadinya masing-masing, selain itu juga 
tidak adanya Gedung khusus BPD dan tidak dimilikinya sarasana 
prasarana penunjang tugas seperti computer dan printer membuat BPD 
kesulitan dalam mengurus pengadministrasian kelembagaannya, yang 
tentunya juga menghambat kegiatan BPD khususnya dalam kegiatan 
monitoring pengawasan kinerja kepala desa. Sementara itu untuk BPD 
Desa Rajegwesi menilai bahwa mereka sudah cukup. 
4) Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah tindak lanjut dari hasil 
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh BPD? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Nah untuk tindak lanjutnya mas, ketika kepala desa dan pemerintah 
desa sudah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang 
disepakati Bersama dan anggarannya sesuai rancangan, maka kita 
memberikan apresiasi, tingkatkan dan lanjutkan. Tapi kalo misalkan ada 
kekurangan atau penyelewengan kami BPD akan langsung dating 
kekantor kepala desa untuk untuk melaporkan atau mengkonfirmasi 
kepada kepala desa agar ditindaklanjuti untuk diperbaiki, yang pertama 
secara lisan mas, tapi kalo masih seperti itu lagi maka kami akan 
berkordinasi dengan pihak kecamatan sebelum dilanjutkan pelaporan ke 
Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)” 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 




 “Kalo tindak lanjutnya mas kalo misalkan ada masalah atau kesalahan 
dalam pelaksanaan pembangunan yaa kita langsung konfirmasikan 
kepada kepala desa mas, secara lisan dulu, jika kepala desa sudah mau 
menindaklanjuti dan memperbaikan kesalah tersebut ya kita apresiasi, 
namun jika masih seperti itu yaa kita buat peringatan secara tertulis dan 
melakukan rapat Bersama kepala desa dan semua unsur masyarakat untuk 
mengatasi masalah tersebut ” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk tindak lanjutnya ya ketika ditemukan ada masalah yaa mas ketika 
kita lakukan monitoring itu langsung kita laporkan kepala desa untuk di 
tindak lanjuti masalah tersebut.” 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Tindak lanjut dari hasil pengawasannya mas akan kita jadikan bahan 
untuk rapat evaluasi kerja Bersama kepala desa dan jajarannya, rapat 
evaluasi ini juga akan dilakukan penilaian kinerja dari kepala desa dalam 
pelaksanaan program-programnya mas. Juga untuk memberi masukan 
atau arahan kepada kepala desa terkait pelaksanaan kegiatan 
pembangunan mas” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“tindak lanjutnya mas ketika pada saat melakukan monitoring kita 
menemukan masalah atau ada aduan dari masyarakat terkait kinerja 
kepala desa, kita BPD akan langsung melaporkannya kepada pak Kades 
mas, agar segera memperbaiki masalah tersebut mas.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Tindak lanjutnya mas tentu hasil pengawasan akan kita masukan dalam 






Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, dapat disimpulkan 
bahwa BPD di Desa Randusaei, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi 
dalam menindak lanjuti hasil pengawasan yang dilakukan adalah jika hasil 
monitoring tidak ditemukan penyelewengan atau kesalahan yang 
dilakukan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa adalah dengan 
memberikan apresiasi, namun ketika dalam pengawasan dilapangan 
ditemukan ada masalah atau kejanggalan maka BPD akan langsung 
mendatangi kantor kepala desa untuk mengkonfirmasikannya dan secara 
lisan meminta kepala desa untuk segera memperbaikinya. Namun jika 
tetap tidak ada tindak lanjut dari kepala desa maka BPD akan berkordinasi 
dengan kecamatan terkait masalah tersebut untuk ditindaklanjuti lebih 
lanjut oleh kecamatan. 
5) Menurut Bapak/Ibu, apakah kendala yang dihadapi dalam 
melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa dan bagaimana 
solusinya? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan:  
“Untuk kendala yang kita hadapi sebenernya banyak, lebih besar sih di 
anggota BPD sendiri mas banyak yang ga aktif dan sibuk dengan 
pekerjaannya sendiri, juga mereka kurang begitu mengerti terkait 
mekanisme pengawasan itu seperti apa mas, jadi yaa memang itu sangan 
menghambat pelaksanaan pengawasan mas, khususnya dalam monitoring 
yang mengharuskan terjun dilapangan, selain itu juga dari BPD tidak 
memiliki kantor atau Gedung sendiri mas yang bisa dijadikan secretariat 
jadi untuk melakukan kegiatan pengadministrasian kita sangat kesulitan, 
terlebih lagi kita tidak ada sarana prasana seperti computer dan printer. 






Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Untuk kendalanya ya lebih ke sarana prasarana sih mas, kita juga tidak 
memiliki kantor yang bisa digunakan untuk melakukan segala kegiatan 
yang berkenaan dengan perencanaan monitoring, evaluasi dan 
pengadministrasian.” 
  
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Kendala yang kita hadapi terkait kegiatan pengawasan itu seringnya 
dari keaktifan anggotanya mas, banyak anggota BPD yang sibuk bekerja 
sehingga jarang mengikuti agenda monitoring yang harusnya dilakukan 
mas. Selain itu juga kurangnya pemahaman anggota BPD yang lain 
terkaitnya fungsinya juga akhirnya menyebabkan anggota BPD itu 
menggampangkan atau menyepelekan pelaksanaan pengawasan mas” 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Untuk kendala terbesarnya yaa di anggaran mas, anggaran yang di 
anggarkan untuk BPD itu sedikit mas, jadi untuk menunjang semua 
kegiatan BPD khususnya untuk melakukan monitoring dan kegaiatan 
evaluasi itu rada kesulitan mengaturnya mas, disisi lain kita juga tidak 
ada Gedung secretariat dan alat2 penunjang administrasi seperti 
computer dan printer mas. Itu sih mas yang menjadikan pelaksanaan 
fungsinya kurang maksimal.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk kendala yang kita hadapi mas sebagai BPD untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan yaa dari kesibukan masing-masing anggota mas, 
anggota BPD di Desa Pagerbarang banyak yang sibuk dengan 
pekerjaannya sendiri jadi kurang aktif dalam kegiatan monitoring 
pemerintah desa” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 




 “Kendalanya lebih ke kesibukan anggota masing-masing mas, anggota 
BPD kan juga punya pekerjaan sendiri, itu yang kadang membuat 
pelaksanaan monitoring langsung kelapangan terhambat, kadang hanya 
ketua dan wakil saja yang mengurus semuanya” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, dapat disimpulkan 
bahwa BPD dari Desa Randusari dan Desa Pagerbarang dan Desa 
Rajegwesi mengalami kendala yang sama dalam kegiatan pengawasan 
kinerja kepala desa, khususnya dalam kegiatan monitoring yang perlu 
terjun langsung kelapangan, kendalanya adalah dari keanggotaan BPD 
yang memilik pekerjaan pribadi masing-masing, yang mengakibatkan 
pelaksanaan monitoring sering terhambat, terlebih ditambah kurangnya 
pemahaman dari anggota BPD terkait fungsinya masing-masing, 
khususnya terkait pengawasan, yang menjadikan mereka sering proses 
monitoring. Selain kendala tersebut masih ada kendala lain pada 
ketidaktersedian Gedung secretariat BPD dan tidak ada sarana-prasaran 
yang dapat digunakan BPD seperti computer dan printer dan lainnya, 
Gedung sekretariat dan sarana prasarana sangat dibutuhkan sebagai wadah 
oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan 
perencanaan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengadministrasian.  
Dari lima pertanyaan diatas terkait fungsi pengawasan kinerja kepala desa 
yang dilakukan oleh BPD, maka penulis simpulkan bahwa BPD Desa Randusari, 
Desa Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi melaksanakan mekanisme yang sama 
dalam pengawasan kinerja kepala desa yaitu melalui monitoring langsung dan 
tidak langsung, monitoring langsung adalah kegiatan turun langsung kelapangan 




pemantauan langsung ini lakukan demi melihat langsung kegiatan realitas 
dilapangan untuk dibandingkan kesesuaiannya dengan atauran dan apa yang 
sebelumnya telah disetujui bersama. Selain itu juga ada Evaluasi, pelaksanaan 
evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwukan), evaluasi dilakukan melalui 
kegaitan rapat untuk melihat laporan kinerja dari kepala desa, baik dari capaian 
kinerja, penggunaan anggaran, serta dalam penyelenggaraan pelayanan public. 
BPD sejauh ini mengawasi segala bentuk kegiatan kepala desa yang memang 
menjadi kewenanganannya meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
desa atau program yang ada di desa, Pengawasan terhadap pendapatan dan belanja 
desa, Pengawasan terhadap keputusan kepala desa, Pengawasan terhadap 
pelayanan kepala desa serta perangkat desa terhadap masyarakat. Tindak lanjut 
dari hasil pengawasan yang dilakukan adalah jika hasil monitoring tidak 
ditemukan penyelewengan atau kesalahan yang dilakukan pemerintah desa dalam 
hal ini kepala desa adalah dengan memberikan apresiasi, namun ketika dalam 
pengawasan dilapangan ditemukan ada masalah atau kejanggalan maka BPD akan 
langsung mendatangi kantor kepala desa untuk mengkonfirmasikannya dan secara 
lisan meminta kepala desa untuk segera memperbaikinya. Namun jika tetap tidak 
ada tindak lanjut dari kepala desa maka BPD akan berkordinasi dengan kecamatan 
terkait masalah tersebut untuk ditindaklanjuti lebih lanjut oleh kecamatan. BPD 
Desa Randusari dan Desa Pagerbarang mengakui bahwa pelaksanaan pengawasan 
di desa randusari masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan masih banyak 
anggota BPD yang kurang aktif dan disibukan dengan pekerjaan pribadinya 




Kepala Sekolah dan PNS tentu sangat menghambat dari kinerja BPD itu sendiri. 
selain itu juga tidak adanya Gedung khusus BPD dan tidak dimilikinya sarasana 
prasarana penunjang tugas seperti computer dan printer membuat BPD kesulitan 
dalam mengurus pengadministrasian kelembagaannya, yang tentunya juga 
menghambat kegiatan BPD khususnya dalam kegiatan monitoring pengawasan 
kinerja kepala desa. Sementara itu untuk BPD Desa Rajegwesi menilai bahwa 
mereka sudah cukup.  
c. Tata kelola Pemerintah Desa 
Tata kelola pemerintah desa adalah bentuk inisiatif untuk melakukan 
pengorganisasian dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan 
publik yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat. 
1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah pola hubungan yang 
dijalankan oleh pemerintahan desa dengan masyarakatnya dalam 
hal tata kelola pemerintahan desa? 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Pola hubungan kami selaku pemerintah desa dengan masyarakat terjalin 
dengan baik mas, pemerintah desa kan memang dipahami sebagai pelayan 
publik serta masyarakat dipandang sebagai yang dilayani.” 
 
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Kami memandang bahwa pola hubungan antara pemerintah desa dengan 
masyarakat harus terjalin dengan erat mas, karena memang masyarakat 
itu sendiri sebagai penilai dan pengawas bagaimana kebijakan-kebijakan 




dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya dipandang perlu 
demi terwujudnya tata kelola yang baik bagi pembangunan desa.” 
 
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya merasa bahwa pola hubungan antara kami sebagai pemerintah 
desa dengan masyarakat tentunya menjadi hal yang tidak dapat 
dipisahkan dalam tata kelola pemerintah desa, untuk itu peran aktif dan 
partisipasi warga desa lah yang menjadi sistem untuk pengambilan 
keputusan, pemantau dan pengawas serta penalai kinerja pemerintah desa 
dalam menyediakan pelayanan bagi warga desa.” 
 
Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Pola hubungan yang dijalankan oleh kami selaku pemerintah desa ya, 
kami mengacu pada partisipasi dari masyarakat mas baik dalam 
menyampaikan pendapat serta pengawasan kinerja kami untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang berlandaskan pada 
partisipasi masyarakat.”  
 
Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekertaris Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya kami sebagai pemerintah desa berpegang teguh pada peran aktif 
masyarakat mas, maka masyarakat harus berkontribusi melalui pendapat 
dan masukannya sebelum kebijakan atau peraturan itu disahkan dan 
dalam pelaksanaannya pun perlu peran masyarakat mas, agar kebijakan 
dapat berjalan sesuai harapan, maka harus ada pengawasan yang 
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan BPD.” 
 
Menurut Bapak Sukasno (selaku Perangkat Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik tentu kami 
butuh kerjasama yang maksimal dari masyarakat, karena memang 
masyarakat desa merupakan sumber dalam pembentukan suatu kebijakan 
yang muaranya kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui 
peran aktifnya dalam penyampaian pendapat maupu dalam pengawasan 





Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Pola hubungan antara kami dengan masyarakat yang dijalankan selama 
ini dilakukan dengan kerjasama yang baik mas.” 
   
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Pola hubungan yang dijalankan dalam kehidupan demokrasi saat ini ya, 
masyarakat perlu ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa mas, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut, dimana masyarakat harus menjadi 
penilai atau pengawas pelaksanaan kebijakan, jadi ketika ada masalah 
terkait pelaksanaannya masyarakat melalu BPD bisa memberikan 
masukan kepada pemerintah desa.”   
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Pola hubungan dalam pelaksanaan pembangunan desa antara kami 
dengan masyarakat dijalankan dengan seimbang mas, karena masyarakat 
itu dipandang perlu akan peran aktifnya dalam mewujudkan 
pembangunan dengan prinsip partisipasi.”   
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Pola hubungan yang dijalankan melalui peran aktif masyarakat mas, 
dengan adanya peran aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan 
maupun pengawasan pelaksanaan kebijakannya bisa optimal dan sesuai 
dengan harapan masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Pola hubungannya yaa seperti masyarakat sebgai yang dilayani dan 
kami pemerintah daerah adalah yang melayani mas, jadi dibutuhkan 
peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan mas, 
kayaa sebagai pemberi pendapat, penilai kebijakan sekaligus mengawasi 





Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Pola hubungan yang dijalankan antara kami dengan masyarakat 
dilakukan dengan melibatkan usur pemangku kepentingan (masyarakat) 
untuk bersama-sama dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 9 informan, dapat disimpulkan 
bahwa pola hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat tejalin 
dengan erat, karena pada dasarnya peran aktif dan partisipasi masyarakat 
melalui penyampaian pendapat, pengawasan dan penilaian kinerja dapat 
mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses 
penyusunan kebijakan atau peraturan. 
2) Menurut Bapak/Ibu, apakah kinerja dari Pemerintahan Desa 
sudah maksimal dalam proses pembangunan yang selama ini 
dilaksanakan? 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya rasa kinerja kami selaku pemerintah desa sudah maksimal mas dan 
upaya pembangunan yang kami lakukan semata-mata atas kerjasama 
yang berkesinambungan dengan semua sektor” 
 
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya sudah maksimal mas terkait upaya kami dalam proses pembangunan 
yang mengedepankan prinsip kebersamaan dalam konteks menentukan 
arah kemandirian desa.” 
 
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 




“Sejauh ini, saya rasa sudah maksimal mas mengenai kinerja dari kami di 
pemerintah desa dalam proses pembangunan dan tentu kami pun sudah 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan apa yang menjadi keinginan 
masyarakat.”  
 
Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentu sudah maksimal mas dalam proses pembangunan yang dijalankan 
oleh kami selaku pemerintah desa dan pastinya pelaksanaannya 
berdasarkan harapan dari masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekertaris Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Pastinya maksimal mas yang kami laksanakan terkait proses 
pembangunan dan upaya yang kami lakukan tidak lepas dari peran 
masyarakat dalam menentukan arah pembangunan ke depan.” 
 
Menurut Bapak Sukasno (selaku Perangkat Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya rasa sudah maksimal dalam proses pembangunan yang kami 
laksanakan untuk masyarakat, peran serta semua komponen dalam 
pembuatan kebijakan dirasa dapat mampu untuk mewujudkan kemajuan 
desa.” 
 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Sudah maksimal mas terkait upaya semua jajaran di pemerintah desa 
dalam proses pembangunan. Walaupun jika melihat dilapangan masih 
banyak jalan yang belum dapat pengaspalan atau perbaikan, dan lampu 
jalan juga masih belum merata diseluruh wilayah, ini dikarenakan 
memang wilayah Desa Randusari yang memang sangat luas mas, jadi 
untuk menjangkau itu semua memang sulit, jadi kita tetap apresiasi usaha 
dari pemerintah desa yang memeang sudah maksimal mas.”  
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 




“Ya sudah maksimal dalam proses pembangunan, melalui kontribusi 
bersama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.” 
   
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Sudah maksimal mas dalam hal pembengunan desa, karena yang 
namanya pembangunan harus dilandasi akan kerjasama yang baik antara 
pemerintah desa dengan masyarakat .” 
   
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu sudah maksimal mas dilihat dari proses pembangunan yang 
selama ini ingin dicapai.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Sudah maksimal dalam proses pembangunan mas, tentunya  masyarakat 
pun aktif untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan yang kami 
laksanakan.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya sudah maksimal mas, melalui aspirasi dan pengawasan yang 
dilakukan masyarakat dalam proses pembangunan yang selama ini 
dijalankan .” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 9 informan, dapat disimpulkan 
bahwa pemerintah desa dari Desa Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa 
Rajegwesi sudah maksimal dalam proses pembangunan yang melibatkan 
semua sektor mulai dari lembaga desa maupun masyarakat desa. Dari BPD 




pembangunan dan mengharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam 
/memenuhi harapan masyarakat. 
3) Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat memantau pelayanan 
publik yang selama ini dikelola oleh Pemerintahan Desa? 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya masyarakat memantau mas, bagaimana pun masyarakat kan sebagai 
penerima layanan yang kami berikan tentunya masyarakat ikut ambil 
bagian dalam memantauan pelayanan publik.” 
  
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentunya memantau mas terhadap pelayanan yang kami berikan kepada 
masyarakat dan pelayanan yang kami berikan pastinya masyarakat 
merasakan dan menilai sendiri apakah sesuai dengan apa yang 
dikehendaki, maka dari itu masyarakat memantau pelayanan publik yang 
selama ini diberikan.” 
 
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya pasti memantau lah mas dalam pelayanan publik yang sudah kami 
berikan, dan kami pun menerima apa yang menjadi keluhan dan masukan 
terkait pelayanan yang kurang maksimal dari masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu masyarakat memantau pelayanan yang kami berikan mas, 
karena itu menjadi hak bagi masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekertaris Desa 




“Ya tentulah memantau mas, terhadap pelayanan publik yang sudah kami 
berikan kepada masyarakat, hal tersebut menjadi landasan bagi kami 
untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.” 
 
Menurut Bapak Sukasno (selaku Perangkat Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan:  
“Ya sudah tentu masyarakat memantau mas, terhadap pelayanan publik 
yang kami berikan dan pastinya hal tersebut dapat menilai kinerja kami 
dalam mewujudkan tata kelola yang baik.”  
 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Tentu masyarakat memantau pelayanan publik yang dijalankan kami 
selaku pemerintah desa, kalau memang terjadi ketidak adilan maka 
masyarakat akan mengajukan keluhannya.”  
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentu masyarakat memantau pelayanan publik mas, karena 
masyarakat berperan sebagai hakim dalam menentukan kualitas 
pelayanan publik itu sendiri .”  
  
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya masyarakat memantau mas, dalam hal yang berkaitan dengan baik 
maupun buruknya sebuah pelayanan yang kami berikan dalam 
mewujudkan pelayanan yang maksimal.”   
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentu memantau mas jalannya pelayanan publik karena masyarakat 
yang merasakan adil atau tidaknya sebuah pelayanan.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 




“Ya tentu mas masyarakat memantau pelayanan publik agar kami bekerja 
secara penuh dalam melayani masyarakatnya.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentu saja masyarakat memantau pelayanan publik mas, karena 
pelayanan yang berkualitas kan masyarakat yang merasakan .”  
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 9 informan, dapat disimpulkan 
bahwa dari Desa Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi 
melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh pemerintah desa, hal tersebut untuk meningkatkan standar kualitas 
pelayanan yang sudah ditetapkan melalui masukan, tanggapan, dan 
pengaduan jika pelayanan tidak sesuai dengan harapan masyarakat 
sehingga dapat mewujudkan tata kelola yang baik yang dilaksanakan oleh 
pemerintah desa.  
4) Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat dilibatkan dalam 
pemantauan anggaran yang telah dilaksanakan oleh 
Pemerintahan Desa? 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentu mas, masyarakat dilibatkan dalam pemantauan anggaran dan 
disampaikan pula anggaran yang masuk dan sudah dipakai melalui 
musyawarah desa serta lewat papan informasi desa. Dan jika masyarakat 
menemukan kejanggalan dalam anggaran bisa diadukan melalui BPD 
untuk selanjutnya di konfirmasikan kesaya untuk ditindak lanjuti.” 
 
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 




“Ya pasti dilibatkan mas, karena hal tersebut kan menjadi wujud 
transparansi dan keterlibatkan dari masyarakat diharapkan menjadi 
pengawas agar anggaran tersebut tepat sasaran.” 
  
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya tentunya mas, peran serta aktif masyarakat menjadi aspek penting 
untuk membangun akuntabilitas guna menekan penyimpangan dan 
penyelewengan pelaksanaan kegiatan.“ 
 
Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya dilibatkan mas dalam pemantauan anggaran karena memang itu hak 
dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang dikehendaki oleh 
masyarakat.” 
 
Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekertaris Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentunya mas, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan 
penganggaran kan merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam 
mendorong keterbukaan dan data terbuka dalam aspek kebijakan.” 
 
Menurut Bapak Sukasno (selaku Perangkat Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan:  
“Ya pasti masyarakat dilibatkan dalam pemantauan anggaran dan kami 
pun wajib untuk memberikan informasi anggaran dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat.” 
   
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Jelas dilibatkan mas dalam pemantauan anggaran, karena sangat efektif 
untuk menekan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam 





Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentunya dilibatkan dalam pemantauan anggaran dan masyarakat pun 
terus mengawasi dalam pelaksanaan anggaran yang direalisasikan dalam 
bentuk kegiatan.”  
  
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya dilibatkan dalam pemantauan anggaran mas karena hal itu dapat 
meminimalisir kebocoran anggaran dan penyelewengan dalam bentuk 
kegiatan yang fiktif  .”   
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Tentu dilibatkan mas dalam pemantauan anggaran karena yang 
berkaitan dengan anggaran sangat riskan bila tidak diawasi.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya pastinya dilibatkan dalam pemantauan anggaran mas, hal tersebut 
sebagai bahan evaluasi bagi kami untuk berupaya mengurangi resiko 
dalam penetapan anggaran.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Ya masyarakat dilibatkan dalam pemantauan anggaran mas, karena 
akan berdapak pada kualitas jenis kegiatan yang ingin direalisasikan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 9 informan, dapat disimpulkan 
bahwa pemerintah desa dari Desa Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa 
Rajegwesi melibatkan masyarakatnya dalam pemantauan anggaran dan 




penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, dan jika masyarakat 
menemukan ada kejanggalan dalam anggaran tersebut, maka masyarakat 
bisa melaporkan kepada BPD untuk selanjutnya di konfirmasikan kepada 
kepala desa agar ditindak lanjuti Bersama BPD. 
5) Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat merasa puas dengan 
pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Biacara tentang kepuasan masyarakat ya relative mas, ada masyarakat 
yang menyatakan puas ada yang belum, masyarakat yang belum puas ini 
biasanya karena merasa pembangunan di daerahnya masih kurang, 
seperti contoh jalan, masyarakat berpendapat bahwa pembangunan atau 
perbaikan jalan lebih banyak di daerah dekat kantor kepala desa saja. 
Dan di wilayah mereka kurang diperhatikan. Tentu saja keluhan itu kita 
tamping mas dan kita laporkan kepada kepala desa untuk di korfirmasi. 
Dan menurut kepala desa bahwa pembangunan itu butuh waktu dan 
anggaran, jadi tidak bisa semua dilaksanakan pada satu waktu dalam satu 
tahun anggaran, harus bertahap. Ya memang kita juga mengetahui itu 
mas, anggaran desa juga bukan untuk kebutuhan pembangunan saja, 
masih ada kegiatan lain. Jadi yaa mau gimana lagi.”  
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Sejauh yang saya lihat masyarakat sudah cukup puas mas, baik dari 
pembangunan fisiknya maupun program-program pemberdayaan, sampai 
saat ini tidak ada keluhan yang besar dari masyarakat mas.”   
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Kalo menurut saya sejauh ini sih belum ada keluhan ketidakpuasan 
masyarakat terkait program-program pembangunan mas, jadi bisa saya 
simpulkan sudah cukup puas sih mas sampai saat ini yaa, belum tau nanti 





Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Kebanyakan sih sudah cukup puas mas, namun ada juga yang merasa 
kurang puas karena pembangunannya lambat di wilayah mereka, 
khususnya sih yang jauh dari pusat pemerintahan mas, jauh dari 
balaidesa, memang selama ini pembangunan masih baru menyentuh pada 
beberapa titik yang memang lokasinya dekat kantor kepala desa mas. 
Untuk yang jauh itu belum masuk prioritas mas, karena kan anggaran 
terbatas mas, jadi harus mencari prioritasnya dulu mas, karena tidak 
semua wilayah bisa diseleseikan semua dalam satu waktu, apalagi desa 
randusari ini kan sangat luas yah mas.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“kalo yang saya lihat sih masyarakat puas mas, apalagi pada perbaikan 
jalan dan jembatan yang memang akhir-akhir ini cukup massif dilakukan 
di desa ini.” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“kalo pendapat saya sih sepertinya sudah puas mas. Karena sampai saat 
ini belum ada yang mengeluh terkait pembangunan di desa, khususnya 
pembangunan fisik” 
Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat di Desa Randusari masih ada yang merasa kurang puas 
terkait pembangunan fisik yang ada, khususnnya pada perbaikan jalan, 
dimana masyarakat menganggap bahwa pembangunan hanya ada pada 
lingkungan pusat desa saja, BPD Desa Randusari sudah mengkonfirmasi 
keluhan ini kepada kepala desa dan menyatakan bahwa memang 
pembangunan belum bisa merata dan masih terfokus pada titik-titik 
prioritas yang ada di desa. Disamping itu luas Desa Randusari yang luas 




pembangunan fisik yang terbatas, jadi tidak semua wilayah dapat 
menerima pembangunan dalam satu waktu. Sementara itu untuk Desa 
Pagerbarang dan Desa Rajegwesi masyarakat sudah cukup puas dengan 
pembangunan yang ada, hal ini dibuuktikan dengan belum adanya keluhan 
dari masyarakat yang diterima oleh BPD sampai saat ini terkait 
pembangunan fisik desa. 
Dari lima pertanyaan diatas terkait tata kelola pemerintah desa, dalam hal 
ini pola hubungan antara pemerintah desa dan BPD dari Desa Randusari, Desa 
Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi dengan masyarakat terjalin dengan erat melalui 
aspirasi yang sifatnya membangun. Masyarakat Desa Randusari, Desa 
Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi pun menilai kinerja dari pemerintah desa 
dengan BPD cukup baik dalam penyelenggaraan tata kelola desa. Pemerintah desa 
serta BPD juga melibatkan masyarakat dalam pemantauan pelayanan publik dan 
anggaran serta masyarakat di Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi merasa 
cukup puas dengan pembangunan yang dilakukan atas kerjasamanya BPD dan 
pemerintah desa. Namun di Desa Randusari masih ada masyarakat yang merasa 
kurang puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, 
khususnya dalam pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, saluran irigasi dan 
lampu jalan. Masyarakat Desa Randusari menilai bahwa pembangunan yang ada 
hanya berfokus pada pusat pemerintahan saja dan daerah-daerah yang jauh dari 
pusat pemerintahan merasa kurang mendapatkan jatah pembangunan. 
Berdasarkan 3 kesimpulan diatas penulis simpulkan lagi bahwa untuk unit 




antara kepala desa dengan jajaran BPD dijalankan dengan baik melalui komitmen 
bersama untuk kemandirian desa dan komunikasi antar kepala desa dengan jajaran 
BPD pun dijalankan dengan baik dan intens dalam membangun kemajuan desa. 
Kepala desa dan jajaran BPD juga kompak serta reponsif dalam menjalankan 
fungsinya. Masyarakat desa pun dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik 
yang membuat penyelenggaraan pemerintah desa menjadi lebih berkualitas karena 
akses yang diberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif. BPD dalam 
lingkup pemerintahan desa relatif menjalankan fungsinya sebagai pengawas 
kinerja kepala desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014. 
Unit analisis kedua yaitu pengawasan kinerja kepala desa didapati bahwa 
mekanisme pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh BPD adalah 
dengan melakukan monitoring langsung dan tidak langsung, monitoring langsung 
adalah mengecek langsung kegiatan pembangunan dilapangan, sementara 
monitoring tidak langsung adalah mengecek dokumen-dokumen anggaran, selain 
itu ada evaluasi yang dilakukan setiap triwulan yang bertujuan untuk melihat 
capaian-capaian kinerja serta menkoordinasikan masalah-masalah yang ditemukan 
pada saat monitoring.  Tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan adalah 
ketika dalam pengawasan dilapangan ditemukan ada masalah atau kejanggalan 
maka BPD akan langsung mendatangi kantor kepala desa untuk 
mengkonfirmasikannya dan secara lisan maupun tertulis meminta kepala desa 
untuk segera memperbaikinya. BPD Desa Randusari dan Desa Pagerbarang 
mengakui bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja kepala masih kurang maksimal, 




dengan pekerjaan pribadinya masing-masing, terlebih ketua BPD Desa Randusari 
yang menjabat sebagai Kepala Sekolah dan PNS tentu sangat menghambat dari 
kinerja BPD itu sendiri. selain itu juga tidak adanya Gedung khusus BPD dan 
tidak dimilikinya sarasana prasarana penunjang tugas seperti computer dan printer 
membuat BPD kesulitan dalam mengurus pengadministrasian kelembagaannya, 
yang tentunya juga menghambat kegiatan BPD khususnya dalam kegiatan 
monitoring pengawasan kinerja kepala desa. Sementara itu untuk BPD Desa 
Rajegwesi menilai bahwa mereka sudah cukup. 
Unit analisis ketiga yaitu tata kelola pemerintahan desa didapati pola 
hubungan antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat tejalin dengan 
erat, hal ini karena peran aktif dan partisipasi masyarakat melalui BPD dalam 
penyampaian pendapat, pengawasan dan penilaian kinerja. Masyarakat pun 
memantau pelayanan publik dan dilibatkan pula terkait pemantauan anggaran 
yang selama ini dikelola serta dijalankan oleh pemerintah desa. Masyarakat Desa 
Pagerbarang dan Rajegwesi juga merasa cukup puas akan pembangunan yang 
sudah dilaksanakan atas kerjasama antara BPD dengan  pemerintahan desa, hal ini 
dibuktikan dengan belum adanya keluhan dari masyarakat yang diterima BPD 
terkait pembangunan khususnya pembangunan fisik. Namun Desa Randusari 
masih ada yang merasa kurang puas terkait pembangunan fisik yang ada, 
khususnnya pada perbaikan jalan, dimana masyarakat menganggap bahwa 
pembangunan hanya ada pada lingkungan pusat desa saja, BPD Desa Randusari 
sudah mengkonfirmasi keluhan ini kepada kepala desa dan menyatakan bahwa 




prioritas yang ada di desa. Disamping itu luas Desa Randusari yang luas juga 
menjadi penghambat pembangunan, disisi anggaran tahunan untuk pembangunan 
fisik yang terbatas, jadi tidak semua wilayah dapat menerima pembangunan dalam 
satu waktu. 
Dari poin diatas diperoleh fakta bahwa pelaksanaan fungsi BPD khususnya 
dalam pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh BPD Desa Randusari, 
Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi sudah cukup maksimal sesuai amanat UU 
No. 6 Tahun 2014. Walaupun di Desa Randusari masih ada masyarakat yang 
belum puas dan mengeluh kepada BPD dengan tidak meratanya pembangunan. 
Namun BPD Randusari sudah mengkonfimasi kepada kepala desa dan 
menyatakan bahwa memang ada pembangunan belum bisa merata karena wilayah 
desa yang luas dan anggaran pembangunan yang terbatas sehingga pembangunan, 
khususnya perbaikan jalan, lampu jalan tidak bisa dilaksanakan semuanya pada 
satu waktu. 
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja 
Kepala Desa dengan unit analisis: 
a. Koordinasi 
1) Menurut Bapak/Ibu apakah koordinasi penting dilakukan dalam 
melaksakan pengawasan kinerja kepala desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Penting sekali mas, sebelum melakukan sebelum melaksanakan kegiatan 
monitoring dan evaluasi, kami harus berkoordinasi dulu dengan anggota 




dilakukan, kami juga akan berkoordinasi lagi terkait temuan-temuan yang 
ada saat monitoring” 
  
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Penting mas, untuk mencegah miskomunikasi antara masyarakat, BPD 
dan pemerintah desa, jadi memang harus koordinasi dulu mas, baik 
sebelum melakukan kegiatan pengawasan ataupun sesudahnya” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Menurut kami koordinasi itu sangat penting mas, dalam pengawasan 
kinerja kepala desa kan kita butuh mekanisme, nah mekanisme itu yang 
kita bahas dalam koordinasi.” 
 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Penting mas, BPD harus berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait 
pengawasan yang dilakukannya, dan ketika mereka menemukan maslah 
dalam pengawasan, mereka juga berkoordinasi lagi dengan saya dan 
menkonfirmasi dulu terkait masalah yang mereka temukan.” 
 
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 ”Penting mas, jadi memang koordinasi antara BPD dengan pemerintah 
desa harus terus berjalan, terlebih BPD dalam fungsinya sebagai 
pengawas ya mas, harus setiap saat berkoordinasi dengan kami terkait 
temuan-temuan yang mereka dapatkan dalam monitoring mereka.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan, dapat disimpulkan 
bahwa koordinasi sangat penting dilakukan BPD dalam menjalankan 
fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa. hal ini karena BPD 
sebagai pengawas sekaligus juga mitra dari pemerintah desa dalam 




2) Menurut Bapak/Ibu, seperti apa bentuk koordinasi yang 
dilakukan BPD kaitannya dengan pengawasan kinerja kepala 
desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Bentuknya yaa rapat internal BPD dan Rapat koordinasi dengan 
pemerintah desa mas, rapat internal BPD itu untuk merencanakan 
mekanisme pengawasannya mas, dan rencana kegiatan monitoringnya 
mas, dan untuk Rapat Koordinasi dengan pemerintah desa itu biasanya 
kita lakukan ketika kita menekukan temuan masalah dalam kinerja kepala 
desa, rapat untuk mengkonfirmasi masalah tersebut mas, serta memberi 
masukan serta arahan kepada pemerintah desa untuk memperbaiki 
temuan masalah tersebut.”  
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Bentuknya ya seperti rapat mas, untuk membahas kegiatan pengawasan 
yang akan dilakukan, dan membahas tindak lanjut dari hasil 
pengawasannya apabila ditemukan ada masalah, itu secara internal 
BPDnya mas, dan juga ada koordinasi dengan pemerintah desa mas, 
biasanya sih ketika dalam monitoring kita menemukan kejanggalan, kita 
akan langsung mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk 
membahasnya dan mengkonfirmasikannya mas.”   
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk bentuk dari kegiatanya mas itu seperti rapat saja mas, dengan 
internal BPD, kadang mengundang masyarakat dan tokoh, untuk 
membahas terkait masalah yang ditemukan dalam kinerja kepala desa 
mas”  
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Bentuknya ya rapat koordinasi mas, untuk segala hal tentang 





Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Bentuk dari kegiatan koordinasi itu seperti rapat mas, membahas 
bersama pemerintah desa hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh 
BPD, dan juga koordinasi internal BPD juga ada mas, itu biasanya bahas 
perencanaan pengawasan mas” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan, dapat disimpulkan 
bentuk kegiatan dari koordinasi yang dilakukan BPD adalah rapat internal 
BPD dan rapat koordinasi dengan pemerintah desa atau masyarakat desa 
terkait temuan masalah dalam kinerja kepala desa khususnya dalam 
pelaksanaan program desa.  
3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana langkah-langkah koordinasi 
yang dilakukan BPD dengan pemerintah desa kaitannya dengan 
pengawasan kinerja kepala desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Pertama kan apabila ditemukan ada penyelewengan atau masalah 
terkait kinerja kepala desa yang kita lakukan adalah mengkoordinasikan 
secara internal BPD dulu mas, setelah itu baru kita mengadakan rapat 
koordinasi dengan pemerintah desa mas untuk mengkonfirmasi terkait 
masalah tersebut, sekaligus memberikan peringatan atau masukan kepada 
kepala desa agar segera memperbaiki masalah tersebut.” 
   
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk koordinasi dengan pemerintah desa terkait pengawasan itu 
biasanya kalo ada temuan masalah saja mas, kadang langsung saja kita 
mendatangi kantor kepala desa untuk meminta mengadakan rapat 





Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Koordinasi dengan pemerintah desa kita lakukan dengan 
menginformasikan dulu kepada kepala desa dan jajarannya terkait 
pengawasan yang kita lakukan mas, dan selanjutnya jika ada sesuatu yang 
butuh konfirmasi dari kepala desa maka kita akan mendatangi langsung di 
kantor kepala desa mas.”   
 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Untuk langkahnya mas biasanya mereka menginfokan dulu bahwa akan 
mengadakan koordinasi dengan kami terkait kegiatan pengawasan yang 
akan mereka lakukan mas, dan setelah pengawasan tersebut juga mereka 
akan dating kekami untuk membahas apa yang mereka temukan pada saat 
melaksanakan pengawasan dilapangan mas.” 
 
Menurut Bapak Komariyanto (selaku Kepala Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Tidak ada langkah-langkah pasti sih mas, pokoknya ketika BPD ingin 
dating ke kantor untuk berkoordinasi ya kita terima mas, atau dari 
pemerintah desa ingin berkoordinasi dengan BPD ya kita akan 
mengundang mereka mas.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan, dapat disimpulkan 
bahwa langkah-langkah koordinasi yang dilakukan oleh BPD dengan 
Pemerintah Desa terkait pengawasan kinerja kepala desa hanya dilakukan 
ketika ada temuan masalah atau penyelewengan pada saat BPD 
melaksanakan pengawasan, BPD akan menginfokan kepada pemerintah 
desa terlebih dahulu terkait masalah tersebut dan akan mengadakan rapat 
koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa untuk membahas temuan 




4) Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi yang dilakukan BPD saat 
ini sudah berjalan dengan baik? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Sejauh ini berjalan baik mas, dari internal BPD juga ketika ada 
pembahasan terkait perncanaan pengawasan juga baik, dan dari 
pemerintah desa juga responsive ketika kita ajak koordinasi.”  
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Berjalan cukup baik sih mas, baik saat koordinasi dengan pemerintah 
desa, dengan masyarakat, atau di internal BPD sendiri.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Baik mas, dari masyarakat juga mau diajak koordinasi mas, untuk sama-
sama mengawasi program dari pemerintah desa, dan dari pemerintah 
desa juga responsive ketika kita ajak koordinasi mas.”   
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Bejalan baik ko mas.” 
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Berjalan baik mas, kami dengan BPD cukup responsive ko mas dalam 
koordinasi terkait pengawasan yg dilakukan BPD.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan, dapat disimpulkan 
bahwa koordinasi yang dilakukan BPD kaitannya dengan pelaksanaan 




koordinasi BPD dengan masyarakat, koordinasi dengan pemerintah desa, 
dan koordinasi dalam internal BPD itu sendiri. 
5) Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi kendala dalam 
melaksanakan koordinasi kaitannya dengan pengawasan kinerja 
kepala desa? 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Kendalanya memang kebanyakan di keaktifan anggotanya sih mas, 
memang kesibukan anggota masing-masing yang sering menghambat mas, 
karena kan selain di BPD anggota punya kerjaan pribadi masing-masing 
mas.”  
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Untuk kendalanya sih mas disisi lain dari keaktifan anggota saat ada 
kegiatan pengawasan juga paling utama ya disarana prasarana mas, kita 
tidak punya kantor, jadi melaksanakan rapat koordinasi internal atau 
dengan masyarakat itu kita kadang bingung mau dimana.” 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Kendalanya yaa di tidak adanya Gedung atau kantor BPD mas, jadi 
koordinasi kadang terkendala disitu.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan, dapat disimpulkan 
bahwa kendala yang dihadapi BPD dalam koordinasi adalah tidak 
tersedianya Gedung atau kantor BPD yang bisa digunakan untuk 
melaksanakan rapat koordinasi internal BPD dan koordinasi dengan 
masyarakat selain itu keaktifan anggota BPD dalam menghadiri rapat 




Dari lima jawaban diatas terkait koordinasi didapatkan bahwa koordinasi 
penting dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pengawas 
kinerja kepala desa, bentuk dari koordinasi yang dilakukan BPD adalah rapat 
internal anggota BPD untuk membahas perencanaan pengawasan dan rapat 
koordinasi dengan pemerintah desa atau masyarakat. Langkah-langkah koordinasi 
yang dilakukan BPD dengan pemerintah desa adalah ketika ada temuan masalah 
atau penyelewengan dalam kinerja kepala desa maka BPD terlebih dulu akan 
mengadakan rapat internal dan menginfokan kepada kepala desa terkait masalah 
tersebut, setelah itu BPD akan mendatangi kantor kepala desa untuk membahas 
masalah tersebut Bersama kepala desa. Sejauh ini Koordinasi yang dilakukan 
BPD baik dengan pemerintah desa, masyarakat ataupun dalam internal BPD 
sudah berjalan dengan cukup baik. Untuk kendala yang dihadapi adalah keaktifan 
dari anggota BPD yang punya pekerjaan pribadi masing-masing sehingga jarang 
mengikuti kegiatan pengawasa, terlebih ada beberapa anggota yang bekerja 
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tentu saja tidak bisa fokus pada kegiatan BPD, 
selain itu juga ketidaktersediaan Gedung atau kantor BPD sehingga dalam 
mengadakan rapat koordinasi internal BPD atau dengan masyarakat sering 
terkendala. 
b. Monitoring 
1) Menurut  Bapak/Ibu bagaimanakah bentuk dari kegiatan 





Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Bentuk kegiatan monitoringnya yaa monitoring langsung dan tidak 
langsung mas, monitoring langsung berarti kita terjun kelapangan 
langsung melihat pelaksanaan program-program kepala desa kita cek 
kesesuaiannya dengan RAPDes, dan monitoring tidak langsung itu kaya 
pengecekan dokumen-dokumen mas, dari mulai dokumen anggaran, 
laporan kinerja dan lain-lain.”  
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Kegiatan monitoringnya ada dua mas, terjun langsung dilapangan untuk 
melihat kegiatan desa baik program pembangunan fisik atau pelayan desa 
juga kita pantau, dan juga pengecekan terhadap kinerja mas, seperti 
absensi kepala desa, dokumen perencanaan dan anggaran.”   
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Monitoring langsung dan tidak langsung, jadi monitoring langsung itu 
kita melihat langsung praktek dilapangan, nah monitoring tidak langsung 
itu pengecekan dokumen anggaran sama perencanaan mas, nanti kita cek 
apakah sudah sesuai atau belum antara dokumen perencanaan yang 
sudah disetujui Bersama dengan pelaksanaan dilapangan.” 
 
Menurut Bapak Suratman (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk bentuk kegiatannya sih lebih sering terjun kelapangan mas 
melihat-lihat seperti apa sih pelaksanaan program-program kepala desa, 
apakah berjalan baik atau ada penyelewengan, juga ada kegiatan ” 
 
Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Monitoring secara langsung mas, ketika ada suatu kegiatan kita terjun 
langsung monitoringnya, jika pas terjun langsung menemukan sesuatu 






Berdasarkan hasil wawancara dari 9 informan, dapat disimpulkan 
bahwa bentuk kegiatan dari monitoring dalam pengawasan adalah 
monitoring langsung dan monitoring tidak langsung, monitoring langsung 
adalah kegiatan terjun langusng dilapangan untuk melihat pelaksanaan 
program-program dari kepala desa khususnya pada pembangunan fisik dan 
kegiatan sosial seperti pembagian PKH, dan monitoring tidak langsung 
adalah pengecekan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran dan laporan 
kinerja pemerintah desa. 
2) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana mekanisme dalam monitoring 
tersebut? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Mekanismenya yaa pertama ketika ada program yang sedang 
dilaksanakan itu kita pantau secara langsung mas, kita lihat apakah sudah 
sesuai dengan rancangan yang sudah disepakati atau tidak, kalua 
ditemukan sesuatu yang kita anggap sebagai kesalahan atau 
ketidaksesuaian kita langsung menkonfirmasikannya kepada kepala desa 
mas untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti agar kembali sesuai 
dengan apa yang direncanakan.”  
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk mekanisme yaa yang pertama itu kita pelajari RAPBDesnya mas, 
itu kita jadikan pedoman mas, setelah itu baru kita terjun langsung 
diilapangan untuk melihat realitasnya diilapangan seperti apa, sudah 
sesuai atau belum dengan RAPBDes.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 




“Untuk mekanisme yaa mas kita tetep kita berpedoman pada RAPBDes 
mas, itu kita jadikan acuan mas, ketika ada kegiatan khususya dalam 
pembangunan fisik yang tidak sesuai RAPBDes kita akan langsung 
mendatangi kantor kepala desa untuk meminta konfirmasi dan memberi 
arahan untuk segera disesuaikan kembali” 
  
Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan, dapat disimpulkan 
bahwa mekanisme yang dilakukan BPD dalam monitoring adalah dengan 
menjadikan RAPBDes sebagai acuan atau pedoman saat melakukan 
monitoring langsung atau terjun kelapangan. Jika terdapat ketidaksesuaian 
antara RAPBDes dengan praktek dilapangan maka BPD akan langsung 
mendatangi kepala desa untuk melaporkannya dan mengkonfirmasikan 
masalah itu, setelah itu BPD akan meberikan arahan kepada kepala desa 
untuk segera memperbaikinya.  
3) Menurut Bapak/Ibu, apakah monitoring yang dilaksanakan 
selama ini oleh BPD sudah maksimal dan sesuai aturan yang 
berlaku? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Sayaa rasa sudah cukup maksimal yah mas, yaa walapun belum 100% 
karena memang sering terkendala di keaktifan anggota sama 
ketidaktersediaan Gedung BPD dan sarana prasarana lain, tapi sejauh ini 
pelaksanaan monitoring tetap berjalan ko mas.” 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Yaa sejauh ini memang sudah berjalan cukup maksimal mas, mungkin 
ada beberapa yang sering menghambat mas tapi yaa pelaksanaan 





Menurut Bapak Moh. Abdul Rozaq, S.Pd.i (selaku Anggota BPD 
Desa Rajegwesi) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Sudah berjalan cukup maksimal ko mas.” 
 
Menurut Bapak Arif Khumaidi (selaku Perangkat Desa 
Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Selama ini yang saya lihat sih belum maksimal mas, walaupun memang 
kegiatan monitoring tetap mereka laksanakan namun kalo dikatakan 
maksimal yaa belum mas, soalnya kan dari ketua BPD saja bekerja 
sebagai PNS dan kepala sekolah mas, anggotanya juga banyak yang PNS, 
itu kan pasti ga fokus buat di BPD, apalagi kalo monitoring langsung 
dilapangan, pasti sering tidak bisa karena masalah pekerjaan” 
 
Menurut Bapak Sapuro, S.Pd (selaku Kepala Desa Rajegwesi) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Yaa bisa dikatakan sudah maksimal mas, karena BPD sudah 
melaksanakan monitoring tersebut dan memang mereka sering 
berkoordinasi dengan kami terkait monitoring yang akan mereka 
laksanakan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan, dapat disimpulkan 
bahwa BPD dari Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi sudah maksimal 
dalam melaksanakan monitoring, dan untuk BPD Desa Randusari belum 
maksimal karena memang kesibukan anggotanya akan pekerjaannya 
masing-masing dan banyak anggotanya yang PNS sehingga dalam 
melaksanakan monitoring langsung sering terhambat karena mereka lebih 
fokus kepekerjaannya. 
4) Menurut Bapak/Ibu, seperti apa bentuk dari hasil monitoring 




Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Kalo bentuk hasilnya berberntuk laporan, laporan itu disampaikan 
kepada pemerintah desa agar diadakan perbaikan-perbaikan kalo 
misalkan ada masalah, kalo memang sudah bagus yaa BPD memberikan 
apresiasi meminta untuk dipertahankan dan tingkatkan.” 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Bentuknya laporan hasil monitoring mas, nanti itu akan kita jadikan 
bahan pembahasan pada saat evaluasi, dan akan masuk kedalam laporan 
kinerja BPD mas.” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Bentuknya yaa laporan mas, laporan ini akan dilaporkan kepada 
pemerintah desa setiap tiga bulan sekali untuk dilakukan evaluasi.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan, dapat disimpul 
bahwa bentuk dari hasil monitoring adalah laporan yang digunakan dalam 
evaluasi setiap 3 bulan sekali Bersama pemerintah Desa. dan laporan ini 
juga akan masuk kedalam laporan kinerja BPD.  
5) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimanakah tindak lanjut yang dilakukan 
BPD setelah melaksanakan monitoring dalam pengawasan 
kinerja Kepala Desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk tindak lanjutnya ketika dalam monitoring ditemukan ada 
penyelewengan maka kita akan mengadakan rapat internal BPD dulu 
untuk membahas pelaporan kepada kepala desa untuk dikonfirmasi dan 




apabila tidak segera diperbaiki maka kita akan berkoordinasi dengan 
kecamatan untuk memberi perintah agar kepala desa segera memperbaiki 
masalah penyelewengan tersebut.”  
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Tindak lanjutnya saat dalam terjun kelapangan kita menemukan masalah 
atau ada laporan dari masyarakat terkait masalah dalam kinerja 
pemerintah desa yaa kita akan langsung dating kekantor kepala desa mas, 
untuk melaporkan masalah tersebut dan mengkonfirmasikan kepada 
kepala desa, setelah itu kita akan meminta kepala desa untuk segera 
memperbaikinya mas.”   
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk menindak lanjuti hasil monitoring itu hanya jika ditemukan 
masalah mas, kita langsung dateng saja ke kantor kepala desa untuk 
melaporkannya, sekalian berkoordinasi untuk membantu pemerintah desa 
menyeleseikan masalah tersebut.”   
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan, dapat disimpulkan 
bahwa tindak lanjut dari hasil monitoring apabila ditemukan masalah atau 
ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana awal maka 
BPD akan langsung mengadakan rapat internal terlebih dahulu untuk 
membahas masalah tersebut sebelum akhirnya BPD mendatangi kepala 
desa untuk mengkonfirmasi , merembug dan memberi peringatan kepada 
kepala desa untuk segera memperbaikinya. BPD juga ikut memberi 
masukan dalam memperbaiki masalah tersebut. 
Dari kelima jawaban di atas bahwa bentuk dari montoring yang dilakukan 
oleh BPD di Desa Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi adalah 




proses pelaksanaan program-program kepala desa. dan monitoring tidak langsung 
yaitu pengecekan dokumen perencanaan untuk dibandingkan sesuai tidaknya 
dengan praktek dilapangan, sejauh ini pelaksanaan montoring dari Desa 
Pagerbarang dan Desa Rajegwesi berjalan dengan baik, mereka sering 
berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait hasil monitoring mereka dan apa 
yang mereka temukan dalam monitoring. Namun di Desa Randusari monitoring 
yang dilaksanakan BPD belum maksimal, hal ini karena anggota BPD sibuk 
dengan pekerjaannya masing-masing ditambah banyaknya anggota yang menjabat 
sebagai PNS dan Ketua BPD Desa Randusari yang juga PNS dan Kepala Sekolah, 
ini tentu membuat BPD kurang fokus dalam menjalankan fungsinya dalam 
memonitoring kinerja kepala desa.  
c. Evaluasi 
1) Menurut Bapak/Ibu Seperti apakah bentuk dari evaluasi yang 
dilaksanakan oleh BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Dalam setiap triwulan dan setiap tahun kita mengadakan rapat evaluasi 
Bersama pemerintah desa, dan meminta LKPPD (Laporan kinerja 
pelaksanaan pembangunan desa) dan juga meminta lagi laporan realisasi 
pembangunan serta meminta laporan kinerja kepala desa, selanjutnya 
nanti dibahas semua mas disitu, apa yang sudah dilaksanakan oleh kepala 
desa dan apa yang belum dilaksanakan semuanya dibahas dievaluasi mas. 
 
Menurut Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa Pagerbarang) 
pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 ”Kalo bentunya yaa setiap tigabulan sekali kita dateng kekantor kepala 
desa memberikan hasil monitoring dan masalah yang kita temukan di 




untuk meminta pertanggungjawaban dari kepala desa agar segera 
memperbaikinya” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Setiap triwulan dan satu tahun kita mengadakan rapat evaluasi dengan 
kepala desa dan jajarannya mas, untuk membahas laporan kinerja dan 
hasil capaian dari program pemerintah desa, selain itu juga kita akan 
merembug masalah-masalah yang BPD temukan pada saat monitoring. “ 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan, dapat disimpulkan 
bahwa bentuk kegiatan evaluasi yang dilakukan BPD adalah setiap 
triwulan (tiga bulan sekali) dan satu tahun sekali BPD dan Kepala Desa 
beserta jajarannya akan mengadakan rapat evaluasi. Dalam rapat evaluasi 
tersebeut akan akan membahas laporan kinerja LKPPD (Laporan Kinjerja 
Pelaksanaan Pembangunan Desa) dan Laporan Realisasi Kegiatan serta 
Laporan Kinerja Kepala Desa. dan juga akan membahas hasil monitoring 
yang telah dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa. 
2) Menurut Bapak/Ibu, apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam 
evaluasi pengawasan kinerja Kepala Desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Kegiatanya yaa meliputi rapat bersama pemerintah setiap 3 bulan dan 1 
tahun sekali itu mas.” 
 
Menurut Bapak Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 ”Yang dilakukan yaa rapat evaluasi mas, kita bersama jajaran pemerintah 





Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Yang kita lakukan itu kaya rembug mas Bersama kepala desa dan para 
jajarannya kadang juga turut mengundang masyarakat juga mas.“ 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan, dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi kinerja kepala desa di Desa 
Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi adalah berupa rapat 
evaluasi kinerja yang rutin diadakan seitan tiga bulan sekali dan satu tahun 
sekali serta pada akhir masa jabatan kepala desa. Rapat evaluasi diadakan 
oleh BPD Bersama kepala desa dan jajarannya dan terkadang turut 
mengundang masyarakat apabila masyarakat memiliki keluhan terkait 
kinerja kepala desa. 
3) Menurut Bapak/Ibu, apakah evaluasi yang dilaksanakan sudah 
maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Sudah maksimal mas, memang evaluasi kinerja itu seperti acara rutin 
dan wajib bagi BPD dan juga Pemerintah Desa..” 
 
Menurut Bapak Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 ”Yaa itu kan memang kegiatan rutin mas, jadi kita selalu usahakan 
semaksimal mungkin pada setiap evaluasi agar apa yang dibahas disitu 
bisa lebih mendorong perbaikan atau peningkatan kinerja dari pemerintah 






Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Untuk evaluasi kita memang rutin sih mas, jadi kalo dikatakan sudah 
maksimal atau belum yaa bisa dikatakan sudah maksimal.” 
 
Menurut Bapak Jadi Sanyoto (selaku Kepala Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Untuk evaluasi saya rasa BPD sudah maksimal mas, karena memang 
setiap 3 bulan sekali kita Bersama BPD selalu melaksanakan kegiatan 
evaluasi, karena memang evaluasi itu sangat penting untuk memajukan 
kinerja kami dan BPD” 
 
Menurut Bapak Topik Haryanto (selaku Sekertaris Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Kalo menurut saya BPD di Desa Pagerbarang ini sudah maksimal dalam 
menjalankan fungsi mereka, khususnya dalam setiap kegiatan evaluasi 
Bersama pemerintah desa” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan, dapat disimpulkan 
bahwa BPD di Desa Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi 
sudah maksimal dalam kegiatan evaluasi. Karena evaluasi sudah 
dilaksakan secara rutin oleh BPD Bersama Pemerintah Desa setiap 3 bulan 
dan 1 tahun sekali. 
4) Menurut Bapak/Ibu, Apa yang dilakukan oleh BPD jika dalam 
evaluasi ditemukan ada penyimpangan kinerja yang dilakuan 
oleh Kepala Desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Yaa kita beri arahan mas bahkan peringatan kepala desa apabila dalam 




kepala desa mas, setelah itu kita tunggu bagaimana reaksi kepala desa 
apabila masih belum diperbaiki atau di abaikan peringatan dari kita yaa 
terpaksa kita akan berkoordinasi dengan kecamatan untuk membantu 
menyeleseikan masalah ini.” 
 
Menurut Bapak Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 ”Kita beri peringatan kepada kepala desa baik secara lisan maupun juga 
tertulis mas agar penyimpangan tersebut segera diperbaiki, kalo masih 
seperti itu akan kita laporkan kepada camat untuk diteruskan kepada 
Dispermades.” 
  
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Apabila dalam evaluasi kinerja maupun pada pada saat monitoring kita 
menemukan penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh 
kepala desa terlebih dahulu kita konfirmasikan dulu kepada kepala desa 
kalo memang betul seperti itu yaa kita langsung beri arahan untuk segera 
diperbaiki mas.“ 
 
Menurut Bapak Diroto (selaku Anggota BPD Desa Randusari) 
pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
“Yang pertama kita konfirmasi dulu kepada kepala desa mas, untuk 
meminta penjelasan dari kepala desa terlebih dahulu, dan kalo memang 
kepala desa tidak mengakuinya yaa kita beri arahan kepada kepala desa 
untuk segera diperbaik masalah tersebut.” 
 
Menurut Bapak Ujang Jaenudin (selaku Anggota BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Yang kita lakukan akan memberi arahan atau bahkan langsung 
peringatkan kepala desa untuk sesegera mungkin memperbaikinya, kalo 
tidak di gubris yaa kita akan koordinasi dengan kecamatan untuk 
membantu BPD memberi arahan kepada kepala desa” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan, dapat disimpulkan 




penyimpangan maka BPD akan mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum 
memperingatkan kepala desa untuk memperbaikinya, dan apabila 
pemerintah desa tetap melakukan penyelewengan maka BPD bisa 
berkoordinasi dengan kecamatan dan jika memang perlu akan diteruskan 
kepada Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). 
5) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan 
oleh BPD dari hasil evaluasi pengawasan kinerja Kepala Desa? 
Menurut Bapak Moh. Syarifulloh S.Pd.SD (selaku Ketua BPD 
Desa Randusari) pada tanggal 29 Desember 2020 mengatakan: 
 “Dari hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan untuk pembahasan pada 
saat musrembangdes mas, dijadikan refernsi untuk membuat kebijakan 
yang bisa meningkatkan kinerja pemerintah desa khususnya .” 
 
Menurut Bapak Bapak Dul Jamil (selaku Ketua BPD Desa 
Pagerbarang) pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 ”Tindak lanjut dari hasil evaluasi yang kita lakukan kan nanti akan 
dicatat dan jadi pedoman kita untuk bahasan pada saat musrembang mas, 
dan juga bisa dijadikan acuan untuk membuat kebijakan mas” 
 
Menurut Bapak Sumito (selaku Ketua BPD Desa Rajegwesi) pada 
tanggal 30 Desember 2020 mengatakan: 
 “Yaa nanti kan hasil evaluasi bisa dijadikan bahan untuk membuat 
kebijakan mas, juga akan dijadikan bahan untuk pembahasan saat 
musrembangdes mas. Dan hasil evaluasi juga harus dimasukan kedalam 
laporan kinerja BPD yang akan dilaporkan kepada Dispermades.“ 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak lanjut dari hasil evaluasi akan dijadikan bahan 
untuk pembahasan pada saat Musrembangdes dan bisa dijadikan acuan 




pemerintah desa, hasil evaluasi juga akan dimasukan kedalam laporan 
kinerja BPD dan akan dilaporkan kepada Dispermades (Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). 
Berdasarkan lima jawaban diatas bahwa bentuk kegiatan dari evaluasi 
adalah kegiatan rapat yang dilakukan setiap triwulan (tiga bulan) sekali dan satu 
tahun sekali. Rapat evaluasi ini dilaksanakan bersama kepala desa berserta 
jajarannya juga turut mengundang tokoh masyarakat, dalam evaluasi akan dibahas 
capaian pelaksanaan program kepala desa, laporan hasil kinerja kepala desa, dan 
juga akan membahas terkait hasil monitoring yang telah dilakukan oleh BPD, 
apabila saat proses evaluasi kinerja ditemukan ada permasalah atau penyimpangan 
yang dilakukan oleh kepala desa maka BPD akan langsung pada saat itu juga 
memberikan arahan atau bahkan peringatan kepada kepala desa untuk segera 
memperbaikinya, dan jika kepala desa tetap melakukan penyimpangan tersebut 
maka BPD akan berkoordinasi dengan kecamatan untuk diteruskan kepada 
Dispermades. Sejauh ini pelaksanaan evaluasi oleh BPD dari Desa Randusari, 
Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi sudah berjalan dengan maksimal, hal ini 
karena memang evaluasi merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan rutin 
setiap tiga bulan sekali dan satu tahun sekali.  
Berdasarkan 3 kesimpulan diatas penulis simpulkan lagi bahwa untuk unit 
analisis pertama yaitu Koordinasi didapati bahwa koordinasi yang dilakukan BPD 
dari Desa Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi dengan pemerintah 
desa, dengan masyarakat dan dalam internal BPD kaitanya dengan pengawasan 




jajarannya ketika akan melakukan pengawasan, dan setelah pengawasan juga BPD 
akan berkoordinasi lagi dengan pemerintah desa apabila ditemukan kesalahan 
dalam pelaksanaan program program desa. Langkah-langkah koordinasi yang 
dilakukan BPD dengan pemerintah desa adalah ketika ada temuan masalah atau 
penyelewengan dalam kinerja kepala desa maka BPD terlebih dulu akan 
mengadakan rapat internal dan menginfokan kepada kepala desa terkait masalah 
tersebut, setelah itu BPD akan mendatangi kantor kepala desa untuk membahas 
masalah tersebut Bersama kepala desa. Kendala dalam melaksanakan koordinasi 
adalah tidak adanya tempat atau kantor BPD yang bisa digunkana untuk 
mengadakan rapat koordinasi internal BPD Bersama masyarakat untuk membahas 
perencanaan kegiatan pengawasan. 
Unit analisis kedua yaitu Monitoring didapati bahwa bentuk kegiatan 
monitoring yang dilakukan oleh BPD adalah yang pertama monitoring langsung 
adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat proses kegiatan pelaksanaan 
program yang sedang dilaksanakan, dan yang kedua monitoring tidak langsung 
yaitu pengecekan dokumen-dokumen perencanaan, kemudian BPD akan melihat 
apakah pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dengan apa yang ada di perencanaan.  
Ketika tidak sesuai atau ada penyelewengan maka BPD akan langsung 
mengkonfirmasikannya kepada kepala desa dan memberikan arahan atau bahkan 
peringatan baik secara lisan maupun tertulis agar kepala desa segera 
memperbaikinya. Sejauh ini untuk pelaksanaan monitoring di Desa Pagerbarang 
dan Desa Rajegwesi sudah berjalan dengan maksimal, namun untuk Desa 




banyak berkerja sebagai pegawai negeri sipil dan ketua BPD juga menjabat 
sebagai Kepala Sekolah di Desa Randusari, hal ini tentunya sangat menghambat 
proses pengawasan khususnya dalam monitoring langsung yang mengharuskan 
BPD memantau setiap saat kegiatan pelaksanaan program-program dari 
pemerintah desa. 
Unit analisis ketiga yaitu, Evaluasi didapati bahwa kegiatan ini rutin 
dilaksanakan oleh BPD setiap tiga bulan sekali dan satu tahun sekali bersama 
dengan kepala desa dan jajarannya juga turut mengundang masyarakat, sejauh ini 
pelaksanaan evaluasi sudah dilaksanakan secara maksimal oleh BPD. BPD selalu 
menindak lanjuti apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
khususnya kepala desa dengan memberi arahan dan bahkan peringatan kepada 
kepala desa untuk segera memperbaiki masalah tersebut. 
Dari poin diatas dapat dikatakan bahwa BPD dari Desa Randusari, Desa 
Pagerbarang dan Desa Rajegwesi sudah sepenuhnya melaksanakan fungsinya 
dalam pengawasan kinerja kepala desa, namun untuk Desa Randusari 
pelaksanaannya belum maksimal khususnya dalam kegiatan monitoring langsung, 
anggota BPD Randusari kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut, 
terlebih ketua BPD Randusari sendiri bekerja sebagai PNS dan menjabat Kepala 
Sekolah, hal ini tentu akan menghambat proses monitoring langsung yang mana 







V.2   Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan unit analisis: 1) 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana koordinasi, komunikasi, dan 
kekompakan yang terjalin antara BPD beserta jajaran pemerintah desa dari Desa 
Randusari, Desa Pagerbarang, dan Desa Rajegwesi sejauh ini berjalan dengan 
baik serta intens sehingga memunculkan kerjasama bersama dalam satu tujuan 
terkait penyelenggaraan pemerintahan desa serta masyarakat pun dilibatkan dalam 
perumusan kebijakan publik dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut yang 
sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
berkualitas, lalu BPD juga sudah menjalankan fungsinya sesuai amanat UU No. 6 
Tahun 2014 dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Unit analisis: 2) 
Pengawasan Kinerja Kepala Desa, diketahui bahwa BPD Desa Randusari belum 
sepenuhnya maksimal dalam menjalankan fungsinya, pengawasan sering 
terkendala pada saat harus melaksanakan monitoring langsung, keaktifan anggota 
BPD yang kurang karena kesibukan akan pekerjaan mereka masing-masing yang 
mana banyak anggota bekerja sebagai PNS, terlebih ketua BPD selaku PNS dan 
menjabat kepala sekolah, hal ini tentu akan menghambat proses pengawasan 
khususnya dalam monitoring yang mengharuskan BPD memantau setiap saat 
pelaksanaan program-program kepala desa dilapangan. Unit analisis: 3) Tata 
Kelola Pemerintahan Desa, dimana pola hubungan yang dijalankan oleh 
pemerintah desa dengan masyarakatnya terjalin baik dilihat dari pemantauan dan 




anggaran yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa cukup puas dengan 
kinerja dari pemerintah desa dan dirasa cukup maksimal dalam proses 
pembangunan yang selama ini dijalankan. Namun untuk Desa Randusari masih 
terdapat keluhan dari masyarakat yang diterima BPD bahwa pembangunan fisik 
seperti perbaikan atau pembangunan jalan dan pengadaan lampu jalan yang 
dilakukan oleh kepala desa masih belum merata pada setiap wilayah. Hal ini 
harusnya menjadi masukan untuk BPD agar lebih maksimal dalam menjalankan 
fungsinya sebagai menyerap aspirasi dan pengawas kinerja kepala desa.  
Berdasarkan 3 kesimpulan dari unit analisis diatas penulis simpulkan bahwa 
pelaksanaan fungsi BPD Desa Randusari pengawasan kinerja kepala desa belum 
dilaksanakan dengan  maksimal walaupun komunikasi, kordinasi dan 
kekompakan antara BPD dengan pemerintah desa terjalin dengan baik. Hal 
tersebut dikarenakan kurang aktifnya anggota BPD sendiri karena kesibukan 
pekerjaan mereka masing, juga kurangnya pemahaman anggota BPD terkait 
pentingnya fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa yang menjadi BPD. Hal 
ini ditambah dengan tidak tersedianya Gedung atau kantor BPD serta 
pengadministrasian BPD yang menjadikan proses perencanaan pelaksanaan 
pengawasan dan pembuatan laporan hasil pengawasan kinerja sering terhambat.  
Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja 
kepala desa dengan unit analisis: 1) Koordinasi, BPD selalu melaksanakan 
koordinasi baik dengan kepala desa, masyarakat maupun dalam internal BPD 
sendiri, koordinasi yang dilakukan BPD kaitannya dengan pelaksanaan fungsi 




rutinnya BPD dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pengawasan 
yang mereka lakukan dan melaporkan atau mengkonfirmasikan ke pemerintah 
desa ketika dalam pengawasan BPD menemukan kejanggalan dalam pekasanaan 
program dan pembangunan di desa. Untuk unit analisis: 2) Monitoring, dalam 
pelaksanaan monitoring langsung yang mana mengaharuskan setiap saat BPD 
melakukan pemantauan dilapangan belum dilaksanakan maksimal oleh BPD 
Randusari, Kurangnya keaktifan anggota karena kesibukan pekerjaan pribadi 
anggota masing-masing menjadikan mereka menyepelekan fungsi pengawasan 
BPD yang sangat penting dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keluhan 
yang diterima BPD dari masyarakat terkait pembangunan yang tidak merata 
disetiap wilayah dan hanya berfokus pada wilayah yang dekat kantor kepala desa 
dan rumah kepala desa. sementara itu untuk Desa Pagerbarang dan Desa 
Rajegwesi pelaksanaan dinilai sudah maksimal, karena belum adanya keluhan dari 
masyarakat terkait kinerja kepala desa yang diterima BPD. Dan untuk unit analisis 
3) Evaluasi, kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali dan 1 tahun 
sekali oleh BPD dengan Pemerintah Desa. Sejauh ini Pelaksanaan evaluasi yang 
berbentuk musyawarah atau rapat sudah berjalan dengan maksimal. Hasil dari 
evaluasi ini nantinya akan dijadikan bahan untuk pembahasan musrembangdes 
dan akan dijadikan acuan untuk membuat regulasi atau kebijakan baru yang 
berhubungan dengan peningkatan kinerja kepala desa, selain itu juga hasil dari 





   Berdasarkan 3 kesimpulan dari unit analisis diatas maka peneliti 
simpulkan lagi bahwa BPD dalam pelaksanaan fungi pengawasan kinerja kepala 
desa di  Desa Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi sudah 
sepenuhnya melaksanakan fungsinya, namun untuk Desa Randusari 
pelaksanaannya belum maksimal khususnya dalam kegiatan monitoring langsung, 
anggota BPD Randusari kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut, 
terlebih ketua BPD Randusari sendiri bekerja sebagai PNS dan menjabat Kepala 
Sekolah, hal ini tentu akan menghambat proses monitoring langsung yang mana 
BPD harus memantau setiap saat semua kegiatan pembangunan yang ada di Desa. 
Apabila dikaitkan dengan yang dijadikan landasan penelitian, pelaksanaan 
fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa prakteknya memang 
dilaksanakan oleh BPD Desa Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi, 
Namun di Desa Randusari fungsi pengawasan BPD belum berjalan maksimal 
dikarenakan memang kurang aktifnya anggota BPD yang sering sibuk dengan 
pekerjaan pribadinya sendiri, ditambah ketua BPD yang juga seorang PNS dan 
menjabat sebagai kepala sekolah tentu saja tidak mungkin bisa fokus secara 
keseluruhan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja khususnya 
dalam monitoring yang mana harus setiap saat memantau pelaksanaan program 
dan pembangunan dari desa. 
Mengacu pada temuan peneliti, maka kendala-kendala yang ditemui 
diantaranya tingkat keaktifan dari anggota BPD itu sendiri, anggota BPD sibuk 
dengan pekerjaan pribadinya masing-masing, terkadang hanya beberapa anggota 




tersedianya gedung atau kantor BPD, ini menyebabkan BPD sering bingung jika 
akan mengadakan rapat internal untuk membahas perencanaan atau ketika akan 
mengumpulkan masyarakat untuk berkoordinasi dengan BPD kaitanya terkait 
pengawasan kinerja kepala desa dan juga ketidaktersediaan kantor BPD membuat 
BPD kesulitan untuk mengadakan rapat evaluasi internal BPD. selain itu juga 
tidak tersedianya sarana pengadministrasian seperti komputer dan printer yang 
seringkali menghambat dalam proses administrasi BPD dan pembuatan laporan 
hasil monitoring BPD serta. 
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan 
kinerja kepala desa oleh BPD, solusinya yaitu memberikan solusi lebih kepada 
BPD terkait pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan BPD demi jalannya 
roda pemerintahan yang baik, selain itu juga BPD harus berkoordinasi dengan 
masyarakat untuk ikut membantu BPD dalam pelakasanaan monitoring 
dilapangan secara langsung, karena masyarakat juga pasti melihat langsung 
pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu juga perlu adanya 
pengadaan fasilitas BPD seperti kantor dan sarana prasarana administrasi agar 
dalam mengadakan rapat evaluasi atau koordinasi internal BPD bisa berjalan 
dengan baik, serta dalam pembuatan laporan kinerja dan hasil evaluasi kinerja 













Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan 
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja 
Kepala Desa Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 
Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pagerbarang 
Kabupaten Tegal, pada prakteknya memang dilaksanakan oleh 
BPD dari Desa Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa 
Rajegwesi dimana koordinasi, komunikasi yang terjalin antara 
BPD beserta jajaran pemerintah desa maupun masyarakat terkait 
kegiatan pengawasan sejauh ini berjalan dengan baik serta intens 
sehingga memunculkan kerjasama bersama dalam satu tujuan 
terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, namun untuk Desa 
Randusari dalam melaksanakan fungsi pengawasan belum 
berjalan maksimal dikarenakan memang kurang aktifnya anggota 
BPD yang sering sibuk dengan pekerjaan pribadinya sendiri, 
ditambah ketua BPD yang juga seorang PNS dan menjabat 




keseluruhan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas 
kinerja khususnya dalam monitoring yang mana harus setiap saat 
memantau pelaksanaan program dan pembangunan dari 
pemerintah desa, berbeda dengan Desa Pagerbarang dan 
Rajegwesi yang sudah melaksanakan monitoring dengan baik hal 
ini karena anggota BPD yang sering terjun kemasyarakat untuk 
mengajak bersama-sama mengawasi kegiatan pembangunan yang 
ada di desa. Sementara itu pada pelaksanaan evaluasi dari Desa 
Randusari, Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi sudah 
maksimal, hal ini dibuktikan dari rutinnya kegiatan rapat evaluasi 
kinerja yang dilakukan BPD Bersama kepala desa setiap 3 bulan 
sekali dan satu tahun sekali. Namun dari peneliti sendiri kesulitan 
dalam pengumpulan atau memperoleh data laporan hasil kinerja 
BPD jadi tidak bisa ditampilkan sepenuhnya. 
2. Solusi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh 
BPD Desa Randusari berupa terus berkerja secara maksimal 
karena merekalah yang dipilih oleh masyarakat sehingga ada 
upaya untuk meningkatkan kinerja dalam memenuhi harapan 
masyarakat dan mengawasi kepala desa agar program dapat 
berjalan dengan lancar serta keaktifan jajaran BPD Desa 
Randusari dalam berkoordinasi dengan masyarakat untuk ikut 




secara langsung, karena masyarakat juga pasti melihat langsung 
pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. 
VI. 2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan 
rekomendasi (saran) sebagai berikut: 
1. BPD Desa Randusari perlu meningkatkan pemahaman kepada 
anggotanya terkait pentingnya fungsi pengawasan yang 
dilakukan BPD, Sehingga semangat dan keaktifan anggota dapat 
meningkat dan akan menunjang kinerja BPD yang lebih baik. 
2. BPD Desa Randusari perlu lebih ditingkatkan dalam 
berkoordinasi dengan masyarakat agar turut serta bersama-sama 
dan saling bekerjasama dalam mengawasi program pembangunan 
serta kinerja dari kepala desa. 
3. BPD Desa Randusari harus rutin dan terjadwal dalam 
melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan guna melihat dan 
memantau langsung kinerja pembangunan dari kepala desa. 
4. BPD harus lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat 
bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya agar dapat 
melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa ada alasan 
kegiatan yang berbenturan di luar menjadi anggota BPD 
5. BPD Desa Pagerbarang dan Desa Rajegwesi berjalan dengan 
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1. Judul Penelitian  
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
(BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI 
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL 
2. Petunjuk Wawancara :  
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat 
menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
(FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, 
peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi mengenai 
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan 
Kinerja Kepala Desa di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. 
Keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan 
jawaban, Untuk itu di mohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan 
jawaban dengan lengkap jujur, dan benar. 
3. Identitas Informan 
Nama   :....................................... 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan (Jabatan) :....................................... 
Alamat   :....................................... 
Tingkat Pendidikan :         Tamat SD 
                       Tamat SMP 
             Tamat SMA 




4. Pertanyaan Wawancara 
1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 
1.a Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
1.a.1. Pertanyaan yang peneliti ajukan adalah Menurut Bapak/Ibu, 
apakah koordinasi antara BPD dan Kepala Desa beserta 
aparaturnya dalam penyelenggaraan desa selama ini berjalan 
dengan baik? 
1.a.2.  Menurut Bapak/Ibu, apakah komunikasi antara BPD dan 
Kepala Desa terjalin dengan intens dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa?  
1.a.3.  Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini jajaran BPD dan 
Kepala Desa kompak dan rensponsif dalam memenuhi harapan 
masyarakat?  
1.a.4.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat desa dilibatkan dalam 
perumusan kebijakan publik guna mewujudkan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas?  
1.a.5.  Menurut Bapak/Ibu, apakah BPD menjalankan fungsinya 
sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014? 
1.b Pengawasan Kinerja Kepala Desa 
1.b.1.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah mekanisme dalam 
pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD?  
1.b.2.  Menurut Bapak/Ibu, apakah BPD selama ini mengawasi segala 




1.b.3.  Menurut Bapak/Ibu, apakah peran BPD sudah maksimal dan 
sesuai peraturan yang berlaku dalam pengawasan kinerja 
Kepala Desa?  
1.b.4.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah tindak lanjut dari hasil 
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh BPD?  
1.b,5  Menurut Bapak/Ibu, apakah kendala yang dihadapi dalam 
melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa dan bagaimana 
solusinya? 
1.c Tata Kelola Pemerintahan Desa 
1.c.1.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah pola hubungan yang 
dijalankan oleh pemerintahan desa dengan masyarakatnya 
dalam hal tata kelola pemerintahan desa?  
1.c.2.  Menurut Bapak/Ibu, apakah kinerja dari Pemerintahan Desa 
sudah maksimal dalam proses pembangunan yang selama ini 
dilaksanakan?  
1.c.3.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat memantau pelayanan 
publik yang selama ini dikelola oleh Pemerintahan Desa?  
1.c.4.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat dilibatkan dalam 
pemantauan anggaran yang telah dilaksanakan oleh 
Pemerintahan Desa?  
1.c.5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat merasa puas dengan 





2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja 
Kepala Desa:  
2.a Koordinasi 
2.a.1 Menurut Bapak/Ibu apakah koordinasi penting dilakukan 
dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa? 
2.a.2 Menurut Bapak/Ibu Seperti apakah bentuk koordinasi yang 
dilakukan BPD kaitannya dengan pengawasan kinerja kepala 
desa? 
2.a.3 Menurut Bapak/Ibu bagaimana langkah-langkah koordinasi 
yang dilakukan BPD dengan pemerintah desa kaitannya 
dengan pengawasan kinerja kepala desa? 
2.a.4 Menurut Bapak/Ibu apakah koordinasi yang dilakukan BPD 
saat ini sudah berjalan dengan baik? 
2.a.5 Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kendala dalam 
melaksanakan koordinasi kaitannya dengan pengawasan 
kinerja kepala desa? 
2.b Monitoring 
2.b.1.  Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah bentuk dari kegiatan 
monitoring yang dilakukan dalam pengawasan kinerja oleh 
BPD?  
2.b.2.  Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang dilaksanakan dalam 




2.b.3.  Menurut Bapak/Ibu, apakah monitoring yang dilaksanakan 
selama ini oleh BPD sudah maksimal dan sesuai aturan yang 
berlaku?  
2.b.4.  Menurut Bapak/Ibu, seperti apa bentuk dari hasil monitoring 
yang telak dilaksanakan oleh BPD?  
2.b.5.  Menurut Bapak/Ibu, Bagaimanakah tindak lanjut yang 
dilakukan BPD setelah melaksanakan monitoring dalam 
pengawasan kinerja Kepala Desa? 
2.c Evaluasi 
2.c.1. Menurut Bapak/Ibu, Seperti apakah bentuk dari evaluasi yang 
dilaksanakan oleh BPD dalam pengawasan kinerja kepala 
desa?  
2.c.2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kegiatan yang dilaksanakan 
dalam evaluasi pengawasan kinerja Kepala Desa? 
2.c.3. Menurut Bapak/Ibu, apakah evaluasi yang dilaksanakan sudah 
maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku? 
2.c.4.  Menurut Bapak/Ibu, Apa yang dilakukan oleh BPD jika dalam 
evaluasi ditemukan ada penyimpangan kinerja yang dilakuan 
oleh Kepala Desa?  
2.c.5.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan 














































































3. Laporan Kerja BPD 
   
   
 
